
GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: O57 lKep.29-Inspt 12022

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO DI
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR JAWA BARAT,

a. bahwa untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan, dilakukan penerapan
manajemen audit berbasis risiko oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa
Barat tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis
Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal
4 Djuli 1950)jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor I82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a010);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4OO);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2OO8 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor l2T,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a890);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelen ggaraafi Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2O2l tentang
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2022;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2O2O lentarrg
Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2O2O Nomor
82l.;

9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2020 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja
Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat. (Berita Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2O20 Nomor 83);

Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko di Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahrn 2022 yang disebut PKPI Tahun 2022
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan
Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Gubernur ini.

PKPT Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
menjadi pedoman, sasaran, dan prioritas dalam pelaksanaan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Inspektorat
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahwn 2022.

PKPT Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat:

1. penugasan yang bersifat direktif dan strategis sesuai perubahan
prioritas di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

2. perubahan kebutuhan pengawasan; dan

3. efisiensi dan refocusing anggaran.

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat yang
dikelola oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:
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KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggd 19 Jara.ra,rl 2022

JAWA BARAT,

RIDWAN KAMIL

'i
2L
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

O57 I Kep.29 -lnspt I 2022
19 Jarr:uari 2022
PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT TAHUN 2022

PROGRAM KERJA PENGAWASAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2022 OLEH INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

A. LATARBELAKANG

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis
daiam menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien,
ekonomis, serta sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik
(good gouemance). Dalam paradigma baru, APIP memiliki peran dalam
pengawasan pemerintahan untuk mewujudkan reformasi birokrasi
yang optimal, yaitu sebagai pelaku penjaminan kualitas (qualitg
assurancel, strotegic and consulting partner, dan earlg warning sAstem
& katalisator. Peranan APIP sebagai pelaku penjaminan kualitas, APIP
memiliki tanggung jawab untuk memberikan keyakinan yang memadai
atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dengan bentuk
pemeriksaan, reviu, evaluasi, dan pemantauan atas penyelenggaraan
pemerintahan. Sedangkan dalam peran mitra konsultasi dan strategi,
APIP membantu pimpinan objek pengawasan dengan memberikan
pendampingan, rekomendasi, dan pandangan profesional untuk
menyelesaikan tantangan dan masalah penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan memberikan nilai tambah yang konstruktif
dan progresif terhadap aktivitas instansi objek pengawasan dengan
sebeiumnya melakukan pemahaman dan anaiisis mendaiam mengenai
tujuan dan sasaran instansi objek pengawasan sehingga APIP dapat
menjadi trusted aduisor. Terakhir, peran APIP adalah sebagai eorly
ua nting sAstem dan kataiisator peningkatan manajemen risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, yang di dalam
melaksanakan peran-peran tersebut, APIP memerlukan mekanisme
perencanaan yang sistematis dan terstruktur agar pengawasan
penyelenggaraan pemerintah efektif, efi sien, dan ekonomis.

Sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)
paragraf 301O, pimpinan APIP harus menyusun rencana strategis dan
rencana kegiatan pengawasan intern tahunan dengan prioritas pada
kegiatan yang mempunyai risiko terbesar (isk-based audit planning)
dan selaras dengan tujuan APIP agar pengelolaan dan pengalokasian
sumber daya digunakan dengan efektif untuk area yang memiliki risiko
tertinggi yang akan berdampak pada tujuan objek pengawasan. APIP
membantu objek pengawasan untuk mencapai tujuannya dengan
menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk
mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko,

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

I. PENDAHULUAN
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pengendalian, dan tata kelola pemerintahan dengan menilai dan
membuat rekomendasi yang tepat. Pendekatan risiko dalam
perencanaan tahunan ini disusun berdasarkan register risiko
pemerintah daerah yang digunakan untuk melakukan continuous
improuement dalam perbaikan kerangka kerja manajemen risiko yang
diterapkan di suatu pemerintah daerah. Selanjutnya, prioritas risiko
dan profil risiko dari tiap objek pengawasan akan digunakan dalam
perencanaan pengawasan pemerintahan daerah tahunan.

Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai APIP Daerah Provinsi
Jawa Barat setiap tahunnya menJrusun Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) berbasis risiko di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat. Dalam perencanaan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah tallun 2022, Inspektorat
Daerah Provinsi Jawa Barat menlusun PKPT dengan substansi
pengawasan umum, pengawasan teknis, dan pengawasan kepala
daerah terhadap perangkat daerah. Hal ini selaras dengan amanat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2O2l lentang
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tah.un 2O22.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut dan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 Pasal 12 ayat (5) tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan bahwa perencanaan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan
ditetapkan oleh kepala daerah, Gubernur Jawa Barat menetapkan
Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sebagai pedoman,
sasaran, dan prioritas atas pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
di Jawa Barat tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah
Provinsi Jawa Barat.

B. TUJUAN DAN SASARAN

T\-rjuan pen5rusunan PKPT Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 adalah untuk:

1. menjadi pedoman, sasaran, dan prioritas dalam pelaksanaan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh
Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat mulai dari tahap
perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan
tindak lanjut;

2. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan APIP untuk
berfokus pada program, kegiatan, objek pengawasan yang
berpotensi memiliki risiko tinggi dan mengidentifikasi risiko yang
akan terjadi sehingga tujuan program strategis pemerintah daerah
dapat terlaksana dengan efektif dan efisien;

3. mengoptimalkan alokasi penggunaan sumber daya APIP yang
terbatas sehingga lebih terarah dan tidak tumpang tindih dengan
aparat pengawasan eksternal pemerintah maupun aparat
pengawasan internal pemerintah lainnya;

4. menyesuaikan pemahaman perubahan lingkungan bisnis dan risiko
objek pengawasan yang berbeda dari tahun sebelumnya sehingga
APIP dapat merespons perubahan tersebut dalam pelaksanaan
pengawasan.
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Sasaran yang diwujudkan dari pen1rusunan PKPT Berbasis Risiko di
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ta}lun 2022
adalah:

1 . meningkatnya kualitas penyelenggaraan urllsan pemerintahan
daerah;

2. meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah;
3. meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang

akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah;
4. terciptanya pemerintahan daerah yang berintegritas.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup program pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah tahunan pada lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat dan Pemerintah Daerah Kota/ Kabupaten di Jawa Barat ini
meliputi pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan, pendampingan,
asistensi, dan pengawasan lainnya yang terdiri atas:

a. pengawasan atas perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD);

b. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
provinsi dan kota/kabupaten yang bersifat wajib dan pilihan;

c. pengawasan terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan;

d. pengawasan pelaksanaan seluruh kegiatan yang didanai APBD,
termasuk kelompok belanja tidak langsung jenis bantuan
keuangan, hibah, dan bantuan sosial;

e. pengawasan terhadap penyertaan modal pada Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD);

f. pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya daerah;
g. pengawasan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;

h. pengawasan yang lain sesuai dengan fungsi dan kewenangannya;
i. pendampingan dan asistensi terhadap perangkat daerah dan

kabupaten/kota yang bersifat wajib dan pilihan;

II. SUMBER DAYA APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH 2022

Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan sistem merit
mempertimbangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam
menduduki suatu jabatan. ASN tersebut harus memiliki sertifikasi
kompetensi terlebih dahulu melalui Diklat jabatan, fungsional, dan teknis
untuk menduduki suatu jabatan terutama jabatan kritikal/jabatan
strategis yang mempakan inti dalam organisasi. Inspektorat Daerah
Provinsi Jawa Barat yang memiliki tupoksi utama sebagai APIP Daerah
Provinsi Jawa Barat memiliki aparatur pengawasan fungsional yang terdiri
dari Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
(PPUPD), dan Auditor Kepegawaian (Audiwan) dengan total sebanyak 78
pegawai yang seluruhnya memiliki sertifikat kompetensi sesuai jabatan
yang diampu, dengan rincian:
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Tabel I
Jumlah Pejabat Fungsional APIP

No. Jabatan Fungsional Audiwan Jumlah
1 Audiwan Madya 2

Jumlah 2

Selain itu, terdapat 7 pegawai dengan jabatan pelaksana yang sudah
mempunyai sertifikat auditor. Sebagai tanda bukti kompetensi selain
melalui sertifikat Diklat, 29 Pegawai memiliki sertifikat profesi, yaitu:
CerTified Risk Management Professional (CRMP), Qualified Chief Risk OJficer
(QCRO), Qualified Risk Management Professional (QRMP), dan Certified
Forensic Auditor (CFRA) .

III. OBJEK DAN SEBARAN WILAYAH PENGAWASAN

A. OBJEK PENGAWASAN

Pada tahun 2022 terdapat objek pengawasan yang tersebar pada 46
(empat puluh enam) perangkat daerah dan 27 (dua puluh tujuh)
kabupaten/ kota, dengan rincian:

Tabel 2
Rincian Objek Pengawasan T a}:un 2022

No. Jabatan Fungsional Auditor Jumlah
1 Auditor Madya L4
2 Auditor Muda 18
3 Auditor Pertama 5
4 Auditor Penyelia 0
5 Auditor Pelaksana Lanjutan 1

Jumlah 38

No. Jabatan Fungsional PPUPD Jumlah
1 Pengawas Pemerintahan Madya 20
2 Pengawas Pemerintahan Muda 18

Jumlah 38

Irban I lrban II Irban III Irban IV

Irban
Inveetigasi(Btdang

Pemerlntahanf
(Bidang

Perekonomianf

(Bidang Sosial dan
Kesejahteaan
Masyarakat)

{Btdang
Administrasi,

Pembangunan dan
Infrastrukturl

No Kab/Kota: No Kab/Kota: No Kab/Kota: No Kab/Kota: I(ab/Kota:

1

Kabupaten
Bandung

Barat
1

Kota
Bandung 1

Kabupaten
Sumedang

1
Kabupaten

Garut

Seluruh
Kab/Kota yang
terkait dengan

Pamjab dan
Keinvestigasian

2
Kabupaten
Sukabumi 2 Kota Cimahi 2

Kabupaten
Majalengka 2

Kota
Tasikmalaya

3
Kabupaten

Cianjur 3
Kabupaten
Purwakarta 3

Kabupaten
Kuningan 3

Kabupaten
Ciamis

4 Kota Depok 4
Kabupaten
Karawang 4

Kabupaten
Indramalru 4 Kota Banjar

5
Kabupaten

Bogor 5
Kabupaten

Subans 5
Kabupaten

Cirebon 5
Kabupaten
Bandung

6 Kota Bogor 6
Kabupaten

Bekasi 6 Kota Cirebon 6
Kabupaten

Tasikmalaya

7
Kota

Sukabumi 7 Kota Bekasi 7 Kabupaten
Pangandaran
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No
Perangkat

Daerah
I{o Perangkat

Daerah
No

Perangkat
Daerah No

Perangkat
Daerah

Peraagkat
Daerah

1
Badan

Penghubung
1

Biro Badan
Usaha Milik

Daerah,
Investasi,

dan
Administrasi
Pembanguna

n

1

Biro
Administrasi

Pimpinan
1

Badan
Pengembangan
Sumber Daya

Manusia

Seluruh
Perangkat

Daerah yang
terkait dengan

penugasan
Keinvestigasian

2

Biro
Pemerintaha

n dan
Otonomi
Daerah

2
Biro

Perekonomia
n

2

Badan
Penanggulang
an Bencana

Daerah

2
Badan

Kepegawaian
Daerah

J
Inspektorat

Daerah
3

Dinas
Perkebunan

3
Dinas Tenaga

Kerja dan
Transmigrasi

3 Biro Organisasi

4

Biro Hukum
dan Hak

Asasi
Manusia

4

Dinas
Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu

Satu Pintu

4

Dinas
Pemberdayaa
n Masyarakat

dan Desa

4 Biro Umum

Badan
Penelitian

dan
Pengembanga

n Daerah

5
Dinas

Koperasi dan
Usaha Kecil

5
Dinas

Kesehatan
5

Dinas Sumber
Daya Air

6

Dinas
Perpustakaan

dan
Kearsipan

Dinas
Kehutanan 6

Dinas
Pendidikan

6
Dinas

Perhubungan

7

Sekretariat
Dewan

Perwakilan
Ral<yat
Daerah

7

Dinas
Ketahanan
Pangan dan
Peternakan

7
Dinas

Pemuda dan
Olah Raga

7
Dinas

Lingkungan
Hidup

8

Badan
Kesatuan

Bangsa dan
Politik

8

Dinas
Perindustria

n dan
Perdagangan

8 RSUD 8

9
Satuan Polisi
dan Pamong

Praja
9

Dinas Energi
dan Sumber

Daya
Mineral

9
Biro

Kesejahteraan
Rakyat

9 BPKAD

10

Dinas
Kependuduk

an dan
Pencatatan

Sipil

10

Dinas
Pariwisata

dan
Kebudayaan

10 Dinas Sosial 10
Badan

Pendapatan
Daerah

11

Badan
Perencanaan
Pembanguna

n Daerah

11

Dinas
Kelautan

dan
Perikanan

11

Dinas
Pemberdayaa
n Perempuan,
Perlindungan

Anak, dan
Keluarga

Berencana

11

Dinas Bina
Marga dan
Penataan

Ruang

t2

Dinas
Komunikasi

dan
Informatika

t2
Dinas

Tanaman
Pangan dan
Holtikultura

L2
Biro Pengadaan
Barang/Jasa

5

6

Dinas
Perumahan

dan
Permukiman
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B. Pembagian Dan Sebaran Pengawasan

Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
berdasarkan wilayah tersebar pada 27 kabupaten/kota di Jawa Barat,
sebagai berikut:

Gambar 1

Peta Sebaran Objek Pengawasan

l$. eETAKABurATEN,KoTA nrrRA IRBAN TNSeEKToRAT oAERAH pRovrlrslJAwABARAT 11.

TV. FAKTOR DAN BOBOT RISIKO

Pen5rusunan rencana kegiatan pengawasan dilakukan
menggunakan metode berbasis risiko dengan menggunakan skala skor
risiko 1OO. Pemeriksaan pada perangkat daerah menggunakan
penggabungan antara faktor risiko dan nsk register, dimana bobot faktor
risiko adalah sebesar 7Oo/o dan nsk register perangkat daerah sebesar
3Oo/o. Sementara untuk pemeriksaan atas bantuan keuangan kepada
kabupaten/kota hanya menggunakan faktor risiko dengan 2 (dua)
kategori risiko. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3
Faktor dan Bobot Risiko Pemeriksaan Ke Perangkat Daerah

Prof, DK

€l
iffm- laan
Ig, .,.Y,,,,J.1,..'.

roffi:

I'ro*t

I uru

u

+

No Kategori No
FR

Faktor
Risiko Bobot Kriteria Itilai Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8
I Kebijakan

Pengawasa
n

I Fokus Dan
Prioritas

2Oo/" Terkait Langsung
Dengan Fokus
Pengawasan

4 Risiko Sangat
Tinggi

Tidak Terkait
(Disebutkan)
Dengan Fokus
Namun Terdapat

3 Risiko Tinggi
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No Kategorl IITo

FR
Faktor
Risiko Bobot Kriteria Nilai Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8
(> 3 (Tiga) Kali)
Dalam Prioritas

Tidak Terkait
(Disebutkan)
Dalam Fokus
Namun Terdapat
(> 1 (Satu) Kali)
Dalam Prioritas

2 Risiko Sedang

Tidak Terdapat
Dalam Fokus
Maupun Prioritas

1 Risiko Rendah

II Anggaran 2 Nilai
Anggaran

2Oo/o > 301 Milyar 4 Risiko Sangat
Tinggi

101 s 300 Milyar 3 Risiko Tinggi

51 s 100 Milyar 2 Risiko Sedang

s 50 Milyar 1 Risiko Rendah

III Keterkaitan
Dengan

RPJMN &
RPJMD

3 Isu
Strategis

Nasional &
Daerah

2OYo Urusan OPD
menjadi isu
nasional Dan
Daerah, penyedia
layanan publik,
dan/atau
menyangkut
kepentingan hajat
hidup orang
banyak

4 Risiko Sangat
Tinggi

Urusan OPD
hanya menjadi isu
Daerah, penyedia
layanan publik,
dan/atau
menyangkut
kepentingan hajat
hidup orang
banyak

3 Risiko Tinggi

Urusan OPD tidak
terkait secara
langsung dengan
isu Nasional dan
Daerah

2 Risiko Sedang

Urusan OPD tidak
terkait dengan isu
Nasional dan
Daerah

I Risiko Rendah

ry Keselarasan
Dengan
RPJMD

4 Jumlah
Indikator
Kineda
Dalam
RPJMD

200h > 10 Indikator 4 Risiko Sangat
Tinggi

6 - 10 Indikator 3 Risiko Tinggi

I - 5 Indikator 2 Risiko Sedang

Tidak Ada Dalam
RPJMD

1 Risiko Rendah



8

No Kategori No
FR

Faktor
Risiko Bobot Kriteria Nilai Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8
V Area

Intervensi
RAD PPK

5 Kompetensi
Dasar Dan
Pengalama

n

2Oo/o Terkait lebih dari
1 Area Intervensi

4 Risiko Sangat
Tinggi

Terkait dengan
Area Intervensi

3 Risiko Tinggi

Secara Tidak
Langsung Terkait
dengan Area
Intervensi

2 Risiko Sedang

Tidak Terkait
dengan Area
Intervensi

1 Risiko Rendah

Jumlah LOOo/"

Tabel 4
Kriteria Risk Register Perangkat Daerah

Tabel 5
Level Risiko Perangkat Daerah Berdasarkan Risk Register

KATEGORI
Bobot

"/"
KRITERIA NILA

I
I 2 3 4

Nilai Risiko lOOo/o

Sangat Signilikan 4

Signifikan 3
Moderat 2

Tidak Signifikan dan Minor 1

Perangkat Daerah Nilai Risiko Kategori Ittla
I

Skor
Tertimban

s

1 Dinas Kehutanan Tidak
Signifikan

Tidak
Signifikan
dan Minor

1 25

2
Dinas Tanaman Pangan &
Hortikultura

Sangat
Simifikan

Sangat
Simifikan 4 100

3
Badan Pengelolaan
Keuangan & Aset Daerah Signifikan Signifikan 3 75

4 Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Moderat Moderat 2 50

5
Dinas Komunikasi &
Informatika Minor

Tidak
Signifikan
dan Minor

1 25

6 Badan Pendapatan Daerah Moderat Moderat 2 50

7
Dinas Perindustrian &
Perdagangan Moderat Moderat 2 50

8
Dinas Bina Marga &
Penataan Ruang Signifikan Signifikan 3 75

9
Dinas Ketahanan Pangan &
Peternakan Minor

Tidak
Signifikan
dan Minor

1 25

10 Dinas Sosial Signifikan Signifikan 3 75

IIo
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IYo Perangkat Daerah Nilai Risiko Kategori Utla
i

Skor
Tertimban

9,

11 Sekretariat Daerah dan Biro Minor
Tidak

Signifikan
dan Minor

1 25

t2 Dinas Kependudukan &
Pencatatan Sipil Moderat Moderat 2 50

13
Dinas Pariwisata &
Kebudayaan

Sangat
Signifrkan

Sangat
Signifrkan 4 100

L4
Dinas Energi & Sumber Daya
Mineral Signifikan

Tidak
Signifikan
dan Minor

3 75

15
Dinas Penanaman Modal &
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Minor
Tidak

Signifikan
dan Minor

1 25

16 Dinas Sumber Daya Air Minor
Tidak

Signifikan
dan Minor

1 25

t7
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, & KB

Signifikan Moderat 3 75

18
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Tidak
Signifikan

Tidak
Signifikan
dan Minor

1 25

L9 Dinas Perhubungan Minor
Tidak

Signifikan
dan Minor

1 25

20 Dinas Pendidikan
Tidak

Signifikan

Tidak
Signifikan
dan Minor

1 25

2L Dinas Kesehatan
Tidak

Signifikan

Tidak
Signifikan
dan Minor

1 25

22
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat & Desa

Tidak
Signifrkan

Tidak
Signifikan
dan Minor

1 25

23
Dinas Perpustakaan &
Kearsipan Daerah

Tidak
Signifikan

Tidak
Signifrkan
dan Minor

1 25

24
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Tidak
Signifikan

Tidak
Signifikan
dan Minor

1 25

25 Minor
Tidak

Signilikan
dan Minor

1 25

26
Dinas Perrrmahan &
Permukiman

Tidak
Signifikan

Tidak
Signifikan
dan Minor

1 25

27 Dinas Koperasi & Usaha
Kecil

Tidak
Signifikan

Tidak
Signifikan
dan Minor

1 25

28 Dinas Lingkungan Hidup Tidak
Signifikan

Tidak
Signifikan
dan Minor

1 25

29 Dinas Pemuda & Olahraga Tidak
Signifikan

Tidak
Signifrkan
dan Minor

1 25

Badan Kepegawaian Daerah
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No Perangkat Daerah Nilai Risiko I(ategori Nila
I

Skor
Tertimban

s.

30
Dinas Tenaga Kerja &
Transmigrasi

Tidak
Signifikan

Tidak
Signifikan
dan Minor

1 25

31 Dinas Kelautan & Perikanan Sangat
Simifikan

Sangat
Signifikan 4 100

32 Dinas Perkebunan Tidak
Signifikan

Tidak
Signifikan
dan Minor

1 25

33 Satuan Polisi Pamong Praja Tidak
Signifikan

Tidak
Signifikan
dan Minor

1 25

34 Badan Kesatuan Bangsa &
Politik

Tidak
Signilikan

Tidak
Signifikan
dan Minor

1 25

35
Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Tidak
Signifikan

Tidak
Signifikan
dan Minor

1 25

36 Inspektorat Daerah
Tidak

Signifikan

Tidak
Signifikan
dan Minor

1 25

37
Badan Penelitian &
Pengembangan Daerah Moderat Moderat 2 50

38 Badan Penghubung Tidak
Signifikan

Tidak
Signifikan
dan Minor

1 25
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Sehingga hasil perhitungan bobot risiko pemeriksaan pada Perangkat Daerah terdapat pada Tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6
Hasil Perhitungan Bobot Risiko Pemeriksaan Pada Perangkat Daerah 2022

IYo
Perangkat

Daerah

SLor Tertlobang Faktor Rtstlo Rislc Register

3Oo/o

RR

7,5

7Oo/"

FR

59,s

Totd
Ntlai
Risik

o

67

Kategori

Tinggi

Frekuensi
Pemeriksaan

Setiap Tahun

Jakwas Ntlat
Anggaraa

Isu
Strategl8
IYasloaal

&
Daerah

Keeelarasaa
Deagan
RPJUI)

Area
Intenreng

I RAD
PPK

Jumlah Kategorl illl
al

SLor
Terttmbang

Rlsk
Rqtstz;

I Dinas
Pendidikan 20 20 20 20 5 85 Tidak

Signifikan 1 25

2
Dinas
Kesehatan

20 20 20 20 5 85 Tidak
Signifftan 1 25 7,5 59,s 67 Tinggi Setiap Tahun

3
Dinas Bina
Marga dan
Penataan Ruang

20 20 20 20 10 90 Sigrrifftan 3 75 22,5 63 85,5 Tinggi Setiap Tahun

4
Dinas
Perumahan dan
Permukiman

20 20 20 20 5 85
Tidak

Signifftan 1 25 7,5 59,5 67 Tinggi Setiap Tahun

5
Badan
Pendapatan
Daerah

20 20 20 20 l5 95 Moderat 2 50 15 66,s 81,5 Tinggi Setiap Tahun

6
Biro
Kesejahteraan
Rakyat

20 20 5 20 5 70 Signifikan 3 75 22,5 49 71,5 Tinggi Setiap Tahun

7
Dinas Sumber
Daya Air 5 20 20 20 5 70 Minor 1 25 7,5 49 56 5 Sedang Setiap Tahun

8 Biro Umum 5 20 5 20 5 55 Tidak
Sipnifikan 1 25 7,5 38,5 46 Sedang Setiap Tahun

9
Dinas Pemuda
dan Olahraga

20 15 20 20 5 80 Tidak
Signifftan 1 25 7,5 56 63,5 Sedang Setiap Tahun

10

Sekretariat
Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah

5 20 5 5 10 45 Moderat 2 50 15 31,5 46,5 Sedang Setiap Tahun

1l
Dinas Tanaman
Pangan dan
Holtikultura

20 15 20 20 5 80 Sangat
Signilikarr 4 100 30 56 86 Tinggi Setiap Tahun

t2 Dinas
Kehutanan 20 15 20 15 5 75 Tidak

Signifikan 1 25 7,5 52,5 60 Sedang Setiap Tahun

l3 Badan
Pengelolaan

20 20 5 10 20 75 Signifikan 3 75 22,5 52,5 75 Tinggi Setiap Tahun
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ItIo
Peraaglat

Daerah

Stor Tertlmbeng Faktor Rtstko RlskRegl.ster

3O"/"
RR

7O"/o
FR

Total
Ntlat
Rtstk

o

Kategori Frekuenei
PemeriksaanJakrras Ifllat

Anggaran

Isu
Strategts
I[eslonal

&
Daerah

Kesclarasan
Dengan
RPJIID

Area
Intenreas

t RAI)
PPK

Junlah Kategori ilil
al

Stor
Tertlmbaag

Rtsrc
Rqlstcr

Keuangan dan
Aset Daerah

L4 Dinas Sosial 20 15 20 15 5 75 Signifikan 3 75 22,5 52,5 75 Tinggi Setiap Tahun

l5 Dinas
Perhubungan 20 15 20 20 5 80 Minor 1 25 7,5 56 63,5 Sedang Setiap Tahun

t6

Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa

20 15 20 10 15
Tidak

Signifftarr 1 25 7,5 56 63,5 Sedang Setiap Tahun

t7

Dinas
Ketahanan
Pangan dan
Petemakan

20 15 20 20 5 80 Miinor 1 25 7,5 56 63 5 Sedang Setiap Tahun

l8
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan

20 10 15 15 5 65 Sangat
Signrfikan 4 100 30 45,5 75,5 Tinggi Setiap Tahun

19
Dinas Kelautan
dan Perikanan

20 15 20 20 5 80 Sangat
Signifikan 4 100 30 56 86 Tinggi Setiap Tahun

20

Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan

20 15 20 5 80 Moderat 2 50 15 56 7t Tinggi Setiap Tahun

2t
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi

20 15 20 5 75 Minor I 25 7 5 52 5 60 Sedang Setiap Tahun

22
Dinas Koperasi
dan Usaha Kecil

20 10 20 15 5 70 Minor 1 25 7 5 49 56,5 Sedang Setiap Tahun

23
Dinas
Lingkungan
Hidup

20 l5 20 20 5 80 Minor 1 25 7,5 56 63,5 Sedang Setiap Tahun

24
Dinas
Komunikasi dan
Informatika

20 15 20 15 5 75 Minor 1
t)< 7,5 52,5 60 Sedang Setiap Tahun

25
Inspektorat
Daerah 5 10 5 5 15 40 Tidak

Signifikan 1 25 7,5 28 35,5 Rendah 2 Tahun sekali

26
Badan Kesatuan
Bangsa dan
Politik

10 15 20 10 5 60 Tidak
Signifikarr 1 25 7,5 42 49,5 Sedang Setiap Tahun

80

20

15
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IYo
Perangkat

Daerah

Skor Tertimbang Faktor RislLo Rlsk Regtstcr

3Oo/"
RR

22,5

7Oo/o

FR

52,5

Total
Ntlat
Ristk

o

75

Kategori

Tinggi

Frekuensi
Pemeriksaaa

Setiap Tahun

Jakwas I{tlat
Aaggaran

Isu
Stretegis
I[agloaal

&
Daerah

Kesclarasan
Dengan
RPJMD

Area
Iaten etrg

T RAD
PPK

Jumlah Kategorl iltl
al

Skor
Tertlmbang

Rtsft
Rql.stzr

27
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral

20 10 20 20 5 75 Signilikarr 3 75

28

Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

20 10 l0 15 15 70 Minor 1 25 7,5 49 56,5 Sedang Setiap Tahun

29
Dinas
Perkebunan 20 l0 10 15 5 60 Tidak

Sigrrifikan 1 25 7,5 42 49,5 Sedang Setiap Tahun

30
Badan
Kepegawaian
Daerah

20 10 5 5 5 45 Minor I 25 7,5 31,5 39 Rendah 2 Tahun sekali

31

Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak, dan
Keluarga
Berencana

20 5 20 20 5 70 Signifikan a 75 22,5 49 71,5 Tinggi Setiap Tahun

32

Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

5 10 5 5 5 30 Tidak
Signifikan 1 25 5 2t 28,5 Rendah 2 Tahun sekali

33
Dinas
Perpustakaan
dan Kearsipan

5 5 20 15 5 50
Tidak

Signifikan 1 25 7,5 35 42,5 Sedang Setiap Tahun

34

Dinas
Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu

20 5 15 15 15 70 Minor 1 25 7,5 49 56,5 Sedang Setiap Tahun

35
Biro
Administrasi
Pimpinan

5 10 5 o 5 25 Tidak
Signifikan 1 25 7,5 t7,5 25 Rendah 2 Tahun sekali

36
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

5 5 20 10 5 45 Tidak
Signifikan I 25 7,5 31,5 39 Rendah 2 Tahun sekali
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No
Penagkat

Daerah

SLor Teftinbang Faktor Rtstto Rlslc Register

3O"/"
RR

7,5

7Oo/o
FR

42

Total
Iltlat
Ristk

o

49,5

Kategori Frekuensl
Pemeriksaan

Setiap Tahun

Jakwas Ifllal
Aaggaran

Isu
SEetegi8
Naslonal

&
Daerah

Keselarasan
Dengan
RPJMD

Area
ItrteryeDs

t RAD
PPK

Jumlah Kategori ilil
al

Skor
Tertlmbang

Rlsrc
Reglstzr

37
Satuan Polisi
dan Pamong
Praia

20 5 20 10 5 60 Tidak
Sigrrifikan 1 o<,

38

Badan
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

5 5 15 10 5 40 Moderat 2 50 15 28 43 Sedang Setiap Tahun

39

Biro
Pemerintahan
dan Otonomi
Daerah

5 5 5 20 5 40 Tidak
Signifftan 1 25 7,5 28 35,5 Rendah 2 Tahun sekali

40

Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil

20 5 20 5 5 55 Moderat 2 50 l5 38,s 53,5 Sedang Setiap Tahun

41
Badan
Penghubung

5 5 5 5 5 25 Tidak
Signifftan 1 25 7,5 \7,5 25 Rendah 2 Tahun sekali

42
Biro Hukum
dan Hak Asasi
Manusia

5 5 5 20 10 45 Tidak
Signifftan I 25 7,5 31,5 39 Rendah 2 Tahun sekali

43
Biro Pengadaan
Barang/Jasa

5 5 5 20 15 50 Signifikan 1 25 7,5 35 42,5 Sedang Setiap Tahun

44 Biro Organisasi 5 5 5 20 10 45 Tidak
Simifftan 1 25 7,5 31,5 39 Rendah 2 Tahun sekali

45

Biro Badan
Usaha Milik
Daerah dan
Investasi, dan
Administrasi
Pembangungan

5 5 5 20 5 40 Tidak
Signifikan 1 25 7,5 28 35,5 Rendah 2 Tahun sekali

46
Biro
Perekonomian

5 5 5 20 5 40 Tidak
Signifftan 1 25 7,5 28 35,5 Rendah 2 Tahun sekali

Sedang
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Tabel 7
Faktor dan Bobot Risiko Pemeriksaan Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota

ilo I(ATEG,oR
I

Bobo
t

Ito

FR

FAKTOR
RISIKO KRITERIA NILA

I

1 2 3 4 5 6 7

I

II

Bantuan
Keuangan
(PEN dan

APBD)

Realisasi

5Oo/o

5Oo/o

1

2

Paket
Pekerjaan

Nilai
Realisasi

Terdapat Paket Pekerjaan
Bantuan Keuangan APBD dan
PEN

4

Terdapat Paket Pekerjaan
Bantuan Keuangan APBD dan
tidak ada PEN

3

Terdapat Paket Pekerjaan
Bantuan Keuangan PEN dan
tidak ada APBD

2

Tidak Terdapat Paket
Pekerjaan Bantuan Keuangan
APBD dan PEN

1

> 200 Milyar 4

125 < 2OO Milyar 3

70 < 124 Milyar .)

< 70 Milyar 1

Jumtrah LOOo/o

Sehingga hasil perhitungan bobot risiko pemeriksaan pada
kabupaten/kota terdapat pada Tabel 8 di bawah ini:

Tabel 8
Hasil Perhitungan Bobot Risiko Pemeriksaan Pada Kabupaten lKota

No
BelenJa
Bantuaa

Keuangan

Nllal Realisasl
(npl

APBD PEN

Nllat ALq Tdtj!b.-! trahq Rtrllo

Ketcrangan

Dip€rike

Reallrasl
Argguan BaaLeu

Real&ul
A!8gua

!
Banleu Jumlah

1
Kabupaten
Ciamis

2t3.232.609.7tO 4 3 50 37,5 87,5

2 Kota Cirebon 35.6L3.464.286 1 3 12,5 37,5 50 Diperiks

3
Kabupaten
Cianiur

L33.952.772.432 3 4 37,5 50 87,5 Diperiku

4
Kabupaten
Kuningan

t47.502.458.844 3 4 37 5 50 87,5 Ditrcrike

5
Kabupaten
Sumedang

203.t72.787.524 4 3 50 37,5 87,5 Diperiks

6
Kabupaten
Maialenska

t59.266.770.r48 3 4 37 5 50 87,5 Diperiks

7
Kabupaten
Garut

306.t26.489.384 4 4 50 50 100 Diperiksa

8
Kabupaten
Pangandaran

100.301.119.548 2 4 25 50 75 Diperiks

9
Kabupaten
Tasikmalaya

54.L72.669.350 1 3 12,5 37,5 50 Diperiksa

10
Kabupaten
Sukabumi

100.555.788.540 2 4 25 50 75 Diperiku

11
Kabupaten
Bandung
Barat

64.390.303.r29 1 3 12,5 37,5 50 Diperiku

t2 Kabupaten
Boqor

300.183.470.452 4 4 50 50 100 Diperike

13
Kota
Tasikmalaya t 28r.O16.756.362 4 4 50 50 100 Diperiks

l4 Kabupaten
Banduns 88.O90.343.570 2 4 25 50 75 Diperiks



No
BelanJa
Bantuan

Keuangaa

Nilai Realieasi
(npl

APBD PEN

Nilai ALG TCtlEbuS Feltq Rlrilo

Ketemgaa

Diperiku

Rcallcal
Algguu Baalreu

Redlrerl
Arggua

!
Baaleu JuELh

15 Kota Bogor 97.2Lr.864.740 2 4 25 50 75

16
Kota
Bandung

1 18.187. t97 .224 2 3 25 37,5 62,5 Diperiks

t7 Kabupaten
Cirebon

128.298.277.839 3 4 37,5 50 87,5 Ditrrcriksa

18
Kabupaten
Subang

t24.828.467.9rO 2 4 25 50 75 Diperiks

19 Kota Banjar 15.902.328.727 1 3 12,5 37,5 50 Diperiks

20 Kota Cimahi ro5.707.425.461 2 4 25 50 75 Diperiku

2L
Kota
Sukabumi

47.445.532.624 1 4 12,5 50 62 , 5 Diperiks

22
Kabupaten
Indramayu

59.145.994.300 1 3 12,5 37 , 5 50 Diperike

23 Kota Bekasi 148.390.491.307 3 4 37,5 50 87 5 Diperiku

24
Kabupaten
Purwakarta

r25.774.t24.Or3 3 3 37,5 37,5 75 Diperiku

25
Kabupaten
Bekasi

148.520.504.398 3 4 37 5 50 87 5 Diperiksa

26
Kabupaten
Karawang

t25.921.060.OO9 3 3 37 , 5 37,5 75 Diperikm

27 Kota Depok 7.794.430.OOO 1 c 12,5 25 37,5 Tidak
Diperiku
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Kegiatan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
adalah sebanyak 4 (empat) kegiatan yang pada operasionalnya
dilaksanakan melalui 54 (lima puluh empat) aktivitas pengawasan.
Pembagian pengawasan berdasarkan aktivitas ini dapat diuraikan
sebagaimana tabel berikut:

Tabel 9
Aktivitas Pengawasan T ahttn 2022

KBGIATAN STIB KEGIATAN AI(TTVITAS PELAI(SAN
A

Penyelenggaraan
Pengawasan

Internal

Pengawasan
Kinerja Pemerintah

daerah

Pemeriksaan Kine{a Program & Kegiatan
Dalam RPJMD/RKPD 2021 berisiko tinggr dan
Audit Kineria Tematik

I,il,ilI&ru

Reviu RPJMD & Renstra PD I,II,M&IV
Reviu RKPD/Renja PD/RKA RKPD serta
Evaluasi Perencanaan & Penganggaran
Berbasis Gender

I,il,III&IV

Reviu LPPD dan SAKIP I
Evaluasi SAKIP Peranekat Daerah I, I, III&IV
Monitoring Penyerapan Anggaran ry
Monitoring dan Evaluasi Penyajian Pencatatan
Persediaan, Aset Tetap, dan Penlrrsutannva

Pengawasan
Keuangan

Pemerintah daerah

Pemeriksaan Bantuan Keuangan (termasuk
PEN)

I,II,III&IV
Audit PEN r&ru
Monev Dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan
Daerah (BOPD)

I,il,III&tV

Monitoring dan Evaluasi Dana Desa I,T,III&IV

Reviu Laporan
Kine{a Re'riu DAK Fisik I,[,m&ru

Reviu Laporan
Keuangal Reviu LKPD IV + I, II, III

Pengawasan
Umum dan Teknis

Kab/Kota

Pengawasan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah I,[,M&IV

IV
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KEGIATAN ST'B KDGIATAN AI(TTVITAS PELAKSAN
A

Monitoring dan
Evaluasi TLHP

BPK-zu dan TLHP
APIP

Monev TLHP BPK-RI & APIP Sekretariat
+ I, II, M, IV

Rakorwasdanas Pemutakhiran TLHP Itjen

Irban I, II, III
&IV,

Investigasi
dan

Sekretariat

Studi Banding terkait kebijakan TPTGR

Irban I, II, III
& tv,

Investigasi
dan

Sekretariat
Tindak lanjut hasil pemeriksaan Sekretariat

Penyelenggaraan
Pengawasan

Dengan Trrjuan
Tertentu

Penanganan
Penyelesaian

Kerugian
Negara/Daerah

Perhitungan Kerugian Daerah Untuk Kasus
Yang Dilimpahkan APH

Investigasi
& Irban
terkait

Pengawasan
Dengan Tujuan

Tertentu

Audit Investigasi yang berindikasi
Penyalahgunaan Wewenang & Tipikor
maupun Pelanggaran Disiplin ASN

Investigasi
& Irban
terkait

Penjatuhan Sanksi Administrasi Kepada
Bupati/Walikota & DPRD Oleh Inspektorat
Daerah Provinsi Sebagai GWPP (termasuk
PAMJAE})

II, IV,
Investigasi

Audit IT-LPSE
Investigasi

& Irban
terkait

Audit Kepatuhan Perizinan
Investigasi

& Irban
terkait

Monitoring/ Evaluasi Benturan Kepentingan
(CoI) III

Probity Audit terhadap 10 Paket strategis
Investigasi
dan Irban

Terkait

Reviu HPS terhadap 1O paket strategis
Investigasi
dan Irban

Terkait
Monev pelaksanaan l0 paket strategis I, II, III & IV
Audit Kepegawaian Investigasi
Reviu ASB Investigasi
Reviu BMD Investigasi
Reviu SSH & HSPK Investigasi
Audit Kepatuhan PBJ Investigasi

Rapat Koordinasi PKS APIP & APH Investigasi

Pengawasan On Call
I, II, III, Iv,
Investisasi

Perumusan
Kebijakan Teknis

di Bidang
Pengawasan dan

Fasilil25i
Pengawasan

Perumusan
Kebijakan Teknis

di Bidang
Pengawasan

Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah

I&
Sekretariat

Monitoring dan Evaluasi Program Strategis
Gubernur ry

Monev PK APIP
m&

Sekretariat

RAKORWASDA
I, II, I[, IV,
Investigasi
Sekretariat

Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko
(PKPT)

I,il,il&IV,
Investigasi,
Sekretariat

Forum Perangkat Daerah/ Inspektorat Se-
Jawa Barat I,il, III&IV

Pen5msunan Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Daerah tentang TPIGR

I, II, III & IV,
Investiqasi,

RAKORWASNAS PKPT I,il,III&IV,
Investigasi

Operasionalisasi Saber Pungli Investigasi

Pendidikan profesional berkelanjutan Selaetariat

Pendampingan,
Asistensi, PMPRB dart PMPZI II&

Sekretariat
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TEGNTAIT KEGIATAI{ AKTTVITAS PELAI(SAN
A

Pendampingan dan
Asistensi

Verifikasi dan
Penilaian
Reformasi
Birokrasi

Aplikasi Penunjang Zona Integritas Sekretariat

LHKASN
Investigasi

&
Sekretariat

Asistensi RB II

Koordinasi,
Monitoring, dan
Evaluasi serta

Verifikasi
Pencegahan dan
Pemberantasan

Korupsi

Monitoring Center for Prevention (Pencegahan
Korupsi Pemerintah Daerah) Investigasi

Pendampingan
Asistensi dan

Verifikasi
Penegakan
Integritas

Acara Puncak Hari HAKORDIA

I, U, III &IV,
Investigasi,

dan
Sekretariat

Pendampingan dan Reviu Percepatan
Penanganan COVID-19 ilI
Pendampingan BAP Kas dan Persediaan per
31 Desember 2021

ilI

Monitoring & Evaluasi Unit Pengendalian
Gratifikasi ilI

Layanan Konsultasi I,II,III&Iv,
Investigasi,

V. TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN

Teknik pelaksanaan pengawasan didasarkan pada SAIPI dalam segi
praktik-praktik audit yang seharusnya, kerangka kerja pelaksanaan dan
peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah, serta dasar-
dasar pengukuran kinerja audit intern. Pelaksanaan pengawasan yang
akan dilaksanakan oleh APIP dikelompokkan menjadi kegiatan
penjaminan kualitas (qualitg assurancel yang terdiri dari pemeriksaan,
reviu, evaluasi, pemantuan (monitoringl dan kegiatan pengawasan lainnya
yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan konsultasi),
meliputi sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis konsultasi di bidang
pengawasan dan peningkatan kualitas hasil pengawasan melalui peer
reuiew (telaah sejawat). Rincian dari teknis pelaksanaan pengawasan
adalah sebagai berikut:

A. PEMERIKSAAN

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi
yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional
berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kewajaran,
kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efi siensi, dan keandalan informasi
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam
pelaksanaan pemeriksaan, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
melakukan Pemeriksaan Bantuan Keuangan, Pemeriksaan Kepatuhan
Belanja dan Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksaan Kinerja,
Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, Pemeriksaan Investigasi, dan
Pemeriksaan lainnya. Tahapan pelaksanaan pemeriksaan adalah
sebagai berikut:

1. Perencanaan Pemeriksaan

Penlrusunan perencanaan pemeriksaan dimulai sejak penetapan
sasaran pemeriksaan sampai dengan penugasan pemeriksaan,



dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan pemeriksaan
tercapai sesuai dengan standar pemeriksaan yang ekonomis,
elisien, dan efektif, dengan tahapan:

a. Penetapan Sasaran/Objek Pemeriksaan

Sasaran/objek pemeriksaan diprioritaskan terhadap program f
kegiatan yang bersifat strategis, mengandung
risiko/kerawanan tinggi dan berdampak langsung terhadap
masyarakat, mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar
dan tersebar, serta kegiatan yang mendukung pencapaian
tujuan, sasaran, dan program Kementerian Dalam Negeri
secara nasional.

b. Pertimbangan Dalam Perencanaan Pemeriksaan Objek
Pemeriksaan

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah:

1) laporan hasil audit intern sebelumnya serta tindak lanjut
atas rekomendasi yang material dan berkaitan dengan
sasaran audit intern yang sedang dilaksanakan;

2) sasaran audit intern dan pengujian-pengujian yang
diperlukan untuk mencapai sasaran audit intern tersebut;

3) kriteria-kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi
auditi, program, aktivitas, atau fungsi yang diaudit;

4) sistem pengendaiian intern auditi, termasuk aspek-aspek
penting lingkungan tempat beroperasinya auditi;

5) pemahaman tentang hak dan kewajiban serta hubungan
timbal balik antara auditor dengan auditi, dan manfaat
audit intern bagi kedua pihak;

6) pendekatan audit intern yang paling elisien dan efektif;

7) bentuk, isi, dan pengguna laporan hasil audit intern; dan

8) Ketika merencanakan penugasan pemeriksaan yang
melibatkan pihak luar APIP, auditor harus menetapkan
pemahaman secara tertulis dengan mereka tentang tujuan,
ruang lingkup, tanggung jawab masing-masing, dan
harapan lainnya, termasuk pembatasan distribusi hasil
penugasan pemeriksaan intern dan akses ke catatan
penugasan.

c. Penetapan Personil dan Susunan Tim Pemeriksa

1) Jumlah personii Tim Pemeriksa, ditetapkan secara
proporsional sesuai kebutuhan Tim Pemeriksa dengan
memperhatikan kompetensi, pengalaman, dan kecakapan
lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawab Auditor/PPUPD serta disesuaikan dengan
tingkat kompleksitas, materialitas, signifikansi
permasalahan, dan kemungkinan teq'adinya fraud dan
ketidakpatuhan yang signifikan oleh objek pemeriksaan,
dengan jumlah anggota tim maksimal 4 (empat) orang.

2) Susunan Tim Pemeriksa secara kolektif mempunyai
kompetensi sesuai sasaran pemeriksaan, terdiri dari:

a) pengendali mutu (Daltu);

l9
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b) pengendali teknis (Dalnis);
c) ketua tim (KT); dan
d) anggota tim (AT).

3) Pemeriksaan dilakukan oieh Auditor dan PPUPD yang
bersertifikat dengan memiliki pengetahuan dan
keterampilan yang memadai untuk mengevaluasi fraud dan
cara objek pemeriksaan mengelola risiko tersebut serta
memiliki pengetahuan memadai mengenai risiko dan
pengendalian utama serta teknik audit berbasis teknologi
informasi, dan apabila dipandang perlu, tim pemeriksa
dapat menggunakan tenaga ahli yang berkompeten.

4) Jika dipandang objek pengawasan memiliki risiko sangat
tinggi atau objek pemeriksaan memiliki kegiatan yang
sangat strategis dengan cakupan area yang sangat luas,
komposisi tim dapat diselesaikan dengan menambah
jumlah anggota tim atau dapat membentuk sub tim
pemeriksaan dengan melampirkan justifikasi kebutuhan
secara tertulis kepada Inspektur Daerah.

d. Pembekalan Teknis

Pembekalan teknis dilakukan oleh Inspektur Daerah sebelum
pelaksanaan pemeriksaan.

Penetapan Waktu Pemeriksaan
Jumlah hari pemeriksaan ditetapkan dengan
mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

l) Hasil profiling faktor risiko objek pemeriksaan; dan
2) Luas cakupan dan kompleksitas kegiatan objek

pemeriksaan.

f. Biaya Pemeriksaan

Besaran biaya pemeriksaan ditetapkan
peraturan perundang-undangan.

sesual dengan

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan pada dasarnya merupakan
operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam Program Kerja
Pengawasan (PKP), meliputi pengumpulan data pemeriksaan,
identifikasi, pengolahan dan analisis data/ bukti pemeriksaan
sesuai teknik pemeriksaan, pengevaluasian data/bukti
pemeriksaan, pengembangan temuan pemeriksaan, penyusunan
temuan hasil pemeriksaan. Auditor memulai pelaksanaan
pemeriksaan dengan membangun pemahaman dengan auditi
pemeriksaan tentang sasaran, ruang lingkup, dan tanggung jawab
masing-masing, dan harapan auditi lainnya. Proses pelaksanaan
pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan, meliputi:

e
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a Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang lingkup pemeriksaan terbagi menjadi 2 (dua) kategori,
yaitu:

1) Pemeriksaan kepada Perangkat Daerah, meliputi:

a) Pemeriksaan Kinerja Program & Kegiatan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang
berisiko tinggi dan berdaya ungkit untuk meningkatkan
perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan
pangan;

b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan
rencana keuangan daerah;

c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

d) Reviu Laporan Keuangan;

e) Kegiatan Pengawasan Lainnya:

1) Probity Audit;
2) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP);

3) Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah
(Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu) ;

4) Monitoring dan Evaluasi Dana Biaya Operasional
Sekolah (BOS) dan BOPD;

5) Monitoring dan Evaluasi Dana Desa;

f) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan
Integritas;

g) Peningkatan Kapabilitas APIP;

h) Audit Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

2) Pemeriksaan Kepada Kabupaten/ Kota

a) Pemeriksaan Bantuan Keuangan PEN;
b) Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Daerah.

b. Pengumpulan Bukti Pemeriksaan

Simpulan pemeriksaan sangat bergantung pada keandalan,
kecukupan, relevansi, dan kebermanfaatan bukti-bukti
pemeriksaan. Untuk itu, Auditor/PPUPD harus memastikan
bahwa semua jenis bukti dan semua teknik pemeriksaan telah
dilakukan untuk mendukung simpulan temuan. Jenis bukti
dan teknik pemeriksaan adalah:
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Tabel 10
Jenis dan Teknik Pemeriksaan

Pengujian Bukti Pemeriksaan

Pengujian merupakan hal yang sangat penting untuk
meyakinkan pihak-pihak terkait dan dijadikan sebagai dasar
untuk menyusun temuan dan memberikan rekomendasi serta
tindak lanjut.

Untuk mendukung keakuratan temuan, maka alat bukti yang
diperoleh harus bersifat REKOCUMA, yakni:
1) Relevan : bukti mempunyai hubungan yang logis dan

dapat dimengerti;
2) Kompeten : bukti harus konsisten dengan fakta, sah

(Andal) atau valid;
3) Cukup : jumlahnya memenuhi syarat untuk

mendukung temuan, cukup tidaknya dapat
dibantu dengan pertimbangan apakah
sudah memenuhi validitas dan keandalan
temuan;

4l Material : bukti mempunyai bobot yang layak untuk
dikemukakan sangat berarti, berpengaruh
pada putusan pimpinan.

d. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

Selama proses pemeriksaan dilaksanakan dan untuk
mendukung temuan, Auditor/PPUPD harus membuat KKP
yang menggambarkan kegiatan pemeriksaan.

Penyusunan Temuan dan Simpulan Pemeriksaan

Temuan pemeriksaan adalah masalah-masalah penting serta
mempunyai dampak terhadap perbaikan dan peningkatan
kinerja. Temuan pemeriksaan harus mengandung unsur
temuan/ atribut yang lengkap yaitu menggambarkan kondisi
yang sebenarnya, kriteria yang harus dipatuhi oleh objek
pengawasan, penyebab hakiki, akibat yang ditimbulkan, dan
rekomendasi yang menghilangkan penyebab dan akibat.
Temuan pemeriksaan harus mendapatkan tanggapan dari
pihak yang diperiksa secara tertulis dari pejabat auditi yang
bertanggungiawab. Tanggapan tersebut harus dievaluasi dan
dipahami secara seimbang dan objektif, serta disajikan secara
memadai dalam laporan hasil audit intern. Tanggapan yang
diberikan, sepertijanji atau rencana tindakan perbaikan, harus
dicantumkan dalam laporan hasil audit intern, tetapi tidak
dapat diterima sebagai pembenaran untuk menghilangkan
fakta dan rekomendasi yang berhubungan dengan fakta
tersebut.

e

Jenis Bukti Teknik Pemeriksaan

Fisik lnspeksi, observasi/pengamatan, inventarisasi

Dokumen Verifi kasi, cek, uji/ tes, poting, crossfooting,
uouching, trasir, scanning, rekonsiliasi

Analisis Analisis, evaluasi, walkthrough test, pembandingan

Keterangan Permintaan informasi, permintaan pendapat



23

Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun temuan dan
simpulan hasil pemeriksaan, yaitu:

1) Judul mencerminkan uraian substansi
temuan;
masukkan informasi yang penting
dan relevan dengan temuan;
yakinkan bahwa setiap kata
didukung oleh bukti dan tidak
dilebih-lebihkan apalagi bersifat
menekan;
hindari desas desus dan jangan
mengikutsertakan informasi yang
menyesatkan;
bahwa simpulan sudah didukung
dengan bukti-bukti pemeriksaan;
bersifat membangun dan tidak
kualitatif, serta untuk perbaikan di
masa mendatang;
apresiasi terhadap kegiatan yang
sudah dicapai oleh manajemen;
sajikan komentar secara jujur dan
berikan informasi yang cukup
kepada objek pemeriksaan agar
temuan mendapat perspektif yang
sama;
Utamakan pembahasan
pengendalian manajemen di setiap
tingkatan pada bidang yang
dipermasalahkan;
jelaskan pengaruh negatif yang
sudah terjadi atau pemborosan,
ketidakhematan dan sebagainya;
tunjukkan penyebab atau alasan
yang menjadi dasar terjadinya
permasalahan;
uraian permasalahan singkat dan
jelas;
gunakan bahasa yang mudah
dimengerti oleh pengguna laporan
dan hindarkan penggunaan
singkatan yang tidak umum;
Bebas dari kesalahan dan distorsi
dan didasarkan atas fakta;
Tidak meninggalkan hal-hal penting
bagi pengguna hasil penugasan dan
teiah mencakup seluruh informasi
yang signifikan dan relevan untuk
mendukung simpulan dan
rekomendasi;
Disampaikan sesuai kebutuhan baik
waktu maupun substansi informasi
yang memungkinkan pimpinan
objek untuk melakukakan tindakan
perbaikan yang tepat.

2l Informasi

3) objektif

6)

7) Pengakuan

8) Jujur

gl

l2l Ringkas

13)

14) Akurat

15) Lengkap

4l Kenali
pendapat
Penting

5) Yakin

Kalimat
Konstruktif

Pengendalian
manajemen

10) Pengaruh
negatif

Bahasa
sederhana

16) Tepat waktu

i i) Penyebab
hakiki



24

f. Rekomendasi

Rekomendasi disusun berdasarkan hasil temuan pemeriksaan
yang ditujukan kepada penanggung jawab pimpinan (Kepala
Daerah/ Kepala Perangkat Daerah) yang berwenang untuk
melakukan tindakan perbaikan. Rekomendasi bersifat
menghilangkan penyebab dan akibat. Hal yang harus
diperhatikan dalam meny'usun rekomendasi:

1) sampaikan pesan yang penting dan jelaskan dengan baik;
2) realistis dan dapat dilaksanakan:

a) mempertimbangkan kebutuhan waktu pelaksanaan
rekomendasi;

b) mengidentifikasi personil yang bertanggungjawab
melaksanakan rekomendasi;

c) mengestimasi potensi penghematan di bidang keuangan
atau dampak lain dari rekomendasi;

d) hindari adanya cacat rekomendasi, yaitu: rekomendasi
yang bersifat himbauan:

(1) Rekomendasi perbaikan atas tindakan masa lalu,
yang pada saat pemeriksaan tidak perlu dilakukan
lagi karena sudah diperbaiki;

(2) Rekomendasi kepada instansi di luar instansi yang
diperiksa; dan rekomendasi terhadap suatu instansi
yang diperiksa yang saat ini instansi tersebut sudah
tidak ada lagi;

e) rekomendasi yang tidak sejalan dengan ketentuan
yang mengatur kegiatan yang bersangkutan;

f) rekomendasi yang berada di luar kewenangan
pimpinan instansi yang diperiksa untuk
melaksanakannya; dan/atau

g) rekomendasi yang tindak lanjutnya berkaitan dengan
rekanan yang sudah bubar atau alamatnya sudah tidak
jelas 1agi, dengan pembuktian yang sah (rekomendasi
harus ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Penanggung
jawab kegiatan;

h) rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan cara yang
berlainan harus dinilai efektivitas penyelesaian tindak
lanjut tersebut, auditor tidak harus memaksakan
rekomendasinya ditindaklanjuti namun harus dapat
menerima langkah lain yang terbukti lebih efektif.

g. Pemaparan Hasil Pengawasan

Dalam rangka memberikan rekomendasi penyempumaan
pelaksanaan pemeriksaan sehingga kualitas laporan hasil
pemeriksaan telah sesuai dengan standar pemeriksaan dan
pedoman kendali mutu pemeriksaan APIP, maka dilakukan
pemaparan hasil pengawasan.
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3. Pelaporan Pemeriksaan

Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan (LHP) memperhatikan
beberapa hal, sebagai berikut:

a. Batas waktu penyelesaian LHP adalah 14 hari kalender sejak
berakhirnya surat tugas pemeriksaan kinerja;

b. LHP ditandatangani oleh Inspektur Daerah;

c. LHP disampaikan dengan Surat Pengantar Laporan (SPL);

d. Penlrrsunan dan penulisan klasifikasi kode temuan dan tindak
lanjut laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi
Jawa Barat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

B. REVIU

Reviu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
meliputi: Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Reviu
LKIP, Reviu RKPD/Renja PD/RKA RKPD serta Evaluasi Perencanaan
& Penganggaran Berbasis Gender, Reviu LPPD, Reviu Dana Alokasi
Khusus (DAK) Fisik, Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap 10
paket strategis, Reviu Barang Milik Daerah (BMD), Reviu Analisa
Satuan Biaya (ASB), Reviu Satuan Standar Harga (SSH) & Harga
Satuan Pembiayaan Khusus (HSPK). Pedoman Reviu ini bersifat
umum, sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis
Reviu mengacu pada ketentuan yang berlaku, dengan tahapan:

1. Perencanaan Reviu

Dalam setiap penugasan Reviu, pemeriksaan harus men5,rrsun
perencanaan Reviu. Penyusunan perencanaan Reviu mulai sejak
penetapan sasaran Reviu sampai dengan penugasan Reviu, dengan
uraian sebagai berikut:

a. Penetapan Sasaran Reviu

Sasaran Reviu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

b. Penetapan Personil dan Susunan Tim Reviu

Personil Tim Reviu ditetapkan secara proporsional sesuai
dengan cakupan Reviu dan tingkat kompleksitas objek Reviu
dengan memperhatikan kompetensi dan pengalaman
Auditor/PPUPD. Susunan Tim Reviu secara kolektif mempunyai
kompetensi sesuai sasaran reviu, terdiri dari: 1) Daltu; 2)
Dalnis; 3) KT; dan 4) AT. Reviu dilakukan oleh Auditor/PPUPD
atau Calon Auditor/ PPUPD bersertifikat.

c. Penetapan Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu meliputi persiapan, pelaksanaan, dan
pelaporan dengan rincian yaitu:

1) Persiapan

Persiapan Reviu berupa pembicaraan pendahuluan
(koordinasi), dan reviu/ penJrusunan program kerja Reviu.

2) Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Reviu disesuaikal dengan kompleksitas
penugasan.
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2. Pembekalan Teknis

Pembekalan teknis dilakukan oleh Inspektur Daerah sebelum
pelaksanaan Reviu.

3. Penyusunan Program Keda Reviu (PKR)

Setiap pelaksanaan Reviu harus didukung dengan PKR, yang
disusun oleh KT dan direviu oleh Daltu atau Dalnis, sekurang-
kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi,
alokasi sumber daya, kegiatan yang direviu, dan langkah-langkah
kerja Reviu.

4. Pelaksanaan Reviu

Pelaksanaan Reviu pada dasarnya merupakan operasionalisasi
dari langkah-langkah kerja dalam PKR, meliputi pengumpulan
data/dokumen, pengolahan dan analisa data/dokumen sesuai
teknik Reviu, penyusunan catatan/ ikhtisar hasil Reviu, dan
penyusunan laporan hasil Reviu.

EVALUASI

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau
prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang
telah ditetapkan dan menentukan faktor yarrg mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
meliputi Evaluasi Perencanaan & Penganggaran Berbasis Gender,
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah,
Evaluasi Benturan Kepentingan atau Conflict of Interest (CoI), Monev
pelaksanaan 10 paket strategis. Pelaksanaan untuk masing-masing
jenis evaluasi mengacu pada ketentuan yang berlaku, dengan
tahapan:

1. Perencanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi dimulai dengan menentukan sasaran.
Sasaran mencakup antara lain evaluasi terhadap kegiatan
prioritas, pemanfaatan aset, kesesuaian bantuan pemerintah,
Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pelayanan Publik, Reformasi
Birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan lain-lain.

2. Pembekalan teknis

Pembekalan teknis dilakukan oleh Inspektur Daerah sebelum
pelaksanaan evaluasi.

3. Program Kerja Evaluasi (PKE)

Setiap pelaksanaan evaluasi harus didukung dengan PKE, yang
disusun oleh KT dan direviu oleh Daltu atau Dalnis, sekurang-
kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi,
alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang dievaluasi dan
langkah- langkah kerj a evaluasi.

4. Pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi pada dasarnya mempakan operasionalisasi
dari langkah-langkah kerja dalam PKE, meliputi pengumpulan
data evaluasi, pengolahan dan analisis data/dokumen evaluasi
sesuai teknik evaluasi, dan penyrrsunan rencana aksi hasil
evaluasi.
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D. PEMANTAUAN

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau
kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan
yang diatur dalam pedoman ini adalah pemantauan terhadap kegiatan
tahun berjalan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
internal dan eksternal. Pedoman pemantauan ini bersifat umum,
sedangkan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing jenis
pemantauan mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu:

Pemantauan Terhadap Kegiatan Tahun Berjalan

a. Penentuan Sasaran

Sasaran pemantauan mencakup capaian kegiatan prioritas,
penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa, dan
pemantauan kegiatan lain sesuai kebutuhan organisasi.

b. Rencana Kerja Pemantauan (RKP)

Setiap pelaksanaan pemantauan harus didukung dengan RKP,
yang disusun oleh KT dan direviu oleh Daltu atau Dalnis,
sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, ruang lingkup,
metodologi, alokasi sumber daya, kegiatan strategis yang
dipantau dan langkah-langkah kerja pemantauan.

c. Pelaksanaan Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan pada dasarnya merupakan
operasionalisasi dari langkah-langkah kerja dalam RKP,
meliputi pengumpulan data pemantauan, pengolahan dan
analisis data/dokumen sesuai teknik pemantauan, dan
penyusunan rencana aksi hasil pemantauan yang
dilaksanakan oleh Auditor/ PPUPD yang bersertifikat dan dapat
melibatkan staf pendukung.

2. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
di Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi:

a. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal yang
dilakukan oleh BPK RI; dan

b. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal
yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat,
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian/Lembaga Teknis, dan BPKP.

Mekanisme pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan intemal
dan eksternal diatur dalam ketentuan tersendiri.

E. KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA

Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan yang tidak
memberikan penjaminan kualitas meliputi sosiaiisasi, asistensi, dan
bimbingan teknis konsultansi di bidang pengawasan dan peningkatan
kualitas hasil pengawasan melalui peer reuieut (telaah sejawat).
Tahapan pelaksanaan pengawasan lainnya adalah sebagai berikut:

1

5. Pembahasan Hasil Evaluasi Uji Substansi

Pembahasan hasil evaluasi uji substansi dikoordinatori Inspektur
Pembantu dengan mengundang Perangkat Daerah terkait.
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Perencanaan

Hal-hal yang perlu disiapkan sebelum melaksanakan kegiatan
sosialisasi, asistensi, dan bimbingan teknis di bidang pengawasan
adalah:

a. penetapan topik atau materi bahasan yang bersifat strategis,
mengandung risiko/kerawanan tinggi dan berdampak
langsung terhadap masyarakat;

b. penyiapan pedoman kerja atau panduan pelaksanaan;
c. penyiapan materi atau modul sesuai topik atau pokok bahasan;
d. penetapan personil sesuai kebutuhan;
e. penetapan waktu pelaksanaan/jumlah hari kegiatan; dan
f. biaya pelaksanaan kegiatan.

2. Pelaksanaan

a. Sosialisasi Pengawasan

Sasaran sosialisasi pengawasan adalah perangkat
daerah/pemerintah daerah di lingkup Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat. Jumlah personil yang diperlukan dalam
satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat
Fungsional Auditor/ PPUPD, dan maksimal 2 (dua) orang staf
pendukung yang berkompeten.

b. Asistensi

Sasaran asistensi adalah perangkat daerah/pemerintah daerah
dan stakehalder di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Jumlah personil yang diperlukan dalam satu tim minimal
terdiri dari Pej abat Struktural, Pejabat Fungsional
Auditor/PPUPD, dan maksimal 2 (dua) orang staf pendukung
yang berkompeten.

c. Bimbingan Teknis Pengawasan

Bimbingan teknis pengawasan yang dimaksud yaitu bimbingan
teknis pengawasan bagi APIP provinsi. Bimbingan ini diberikan
dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM)
khususnya APIP dalam rangka pembekalan untuk pengawasan
berbasis risiko sehingga menjadikan APIP yang berkompeten di
bidangnya.

d. Konsultasi Bidang Pengawasan

Konsultasi pengawasan adalah jasa konsultasi (aduisory
seruice/ problem soluing) yang diberikan oleh Inspektorat
Daerah Provinsi kepada mitranya (perangkat
daerah/kabupaten & kota) dalam rangka memberi altematif
penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Konsultasi harus
memberikan nilai tambah pada tata kelola sektor publik,
manajemen risiko, dan proses pengendalian sampai batas yang
disepakati dengan auditi. Jumlah personil yang diperlukan
dalam satu tim minimal terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat
Fungsional Auditor (PFA)/PPUPD, dan maksimal 2 (dua) orang
staf pendukung yang berkompeten.
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Peer Reuieut (Telaah Sejawat)

Telaah sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit
pengawasan yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan
bahwa pelaksanaan kegiatan pemeriksaan telah dilaksanakan
oleh Auditor/PPUPD yang berkompeten dan dilengkapi dengan
pedoman kerja yang memadai. Peiaksanaan telaah sejawat
internal di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
dilakukan minimal 3 (tiga) tahun sekali.

F. KETENTUAN DALAM PELAKSANAAN PENGA1ryASAN

1. Dalam penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan menginformasikan
jumlah hari pelaksanaan termasuk pelaporan.

2. Pertimbangan khusus, waktu pelaksanaan pengawasan dapat
melebihi ketentuan setelah mendapat persetujuan dari Inspektur
Daerah.

3. Usulan perpanjangan hari pengawasan disampaikan tertulis
kepada Inspektur Daerah dengan melampirkan justifikasi
perpanj angan pelaksanaan pengawasan intern.

4. Usulan pembatalan pengawasan disampaikan tertulis kepada
Inspektur Daerah dengan melampirkan justifikasi pembatalan
pelaksanaan pengawasan intern.

5. Pelaksanaan pemeriksaan yang bersifat tematik, strategis dan
direktif dilakukan oleh Irban I s.d. IV. Sedangkan pemeriksaan
dengan tujuan tertentu baik yang berindikasi fraud (kecurangan)
maupun tidak, dilakukan secara penuh oleh lrban Investigasi.

6. Seluruh data rekapitulasi hasil pengawasan didokumentasikan
terpusat di bagian arsip, Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan
Kehumasan.

VI. KDGIATAN DAN AKTIVITAS PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
terbagi atas 4 (empat) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pengawasan
Internal, Penyelenggaraan Pengawasan Dengan T\rjuan Tertentu,
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan dan Pendampingan dan Asistensi.

Pada pelaksanaannya, keempat kegiatan di atas, dilaksanakan
melalui 54 (lima puluh empat) aktivitas pengawasan. Kegiatan, aktivitas,
tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dilaksanakan
melalui 18 (delapan belas) aktivitas. Uraian Aktivitas beserta tujuan
dan sasarannya dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pemeriksaan Kinerja Program dan Kegiatan Dalam RPJMD/RKPD

2O21 Berisiko Tinggi Dan Audit Kinerja Tematik:

Aktivitas ini bertujuan memperoleh keyakinan yang memadai bahwa
kinerja atas pelaksanaan operasionat pada perangkat daerah telah
dilaksanakan secara ekonomis, efektif, dan efisien dengan sasaran
terhadap kinerja dan pengelolaan sumber daya di perangkat daerah.
Pemeriksaan ini memberikan analisis yang objektif sehingga

e
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pimpinan auditi dapat menggunakan informasi tersebut untuk
meningkatkan kinerja dan operasi program, menurunkan risiko,
mengelisiensikan biaya, memfasilitasi pengambilan keputusan oleh
pimpinan auditi.

2. Reviu RPJMD & Renstra PD:

Aktivitas Reviu RPJMD & Renstra PD memiliki tujuan yaitu untuk
memperoleh keyakinan yang memadai atas kualitas perencanaan
pembangunan dan penganggaran 5 (lima) tahunan yang dituangkan
dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan tujuan
tersebut, dapat dijelaskan sasarannya adalah:

a. Reviu RPJMD untuk menguji keselarasan antara dokumen
RPJMD dengan dokumen RTRW, keselarasan antara dokumen
RPJMD dengan dokumen RPJMN, keterhubungan dan
kesesuaian antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJPD.

b. Reviu Renstra PD untuk menguji konsistensi dan keterhubungan
antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen
RPJMD.

3. Reviu RKPD/Renja PD/RKA RKPD serta Evaluasi Perencanaan &
Penganggaran Berbasis Gender:

Aktivitas ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai
atas kualitas perencanaan pembangunan dan anggaran daerah
tahunan dan meninjau efektifitas dan elisiensi pelaksanaan PPRG
dilaksanakan sesuai standar atau aturan (PMK 104 Tahun 2010 dan
PMK yang berlaku pada periode dilaksanakannya pemantauan dan
evaluasi), untuk mengetahui apakah pelaksanaan PPRG mencapai
sasaran atau tujuan yang diharapkan, untuk mengidentifikasi hal-
hal penting bagi tindak lanjut atau pengembangan kebijakan di
masa yang akan datang, melihat ketercapaian output dan outcome
pelaksanaan PPRG.

4. Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah:

Aktivitas ini bertujuan; memperoleh informasi tentang implementasi
SAKIP; Menilai tingkat implementasi SAKIP; memberikan saran
perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan; memonitor
tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
Sementara tujuannya adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah milik Perangkat Daerah bernilai A.

5. Monitoring Penyerapan Anggaran:

Aktivitas ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang memadai
atas efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan
anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.

6. Monitoring dan Evaluasi Penyajian Pencatatan Persediaan, Aset
Tetap, dan Penyusutannya:

Aktivitas ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang memadai
atas efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan
anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.
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7. Pemeriksaan Bantuan Keuangan (termasuk PEN):

T\rjuan dari aktivitas ini adalah untuk memperoleh keyakinan yang
memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai
dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan
yang berlaku agar tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran. Di
samping itu, sasaran audit juga untuk mendeteksi adanya
kelemahan sistem pengendalian intern serta adanya ketidakpatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan
ketidakpatutan (abuse). Sasarannya adalah kegiatan pada
Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang didanai Bantuan
Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran
2O21 (termasuk PEN).

8. Audit PEN

T\.rjuan dari aktivitas ini adalah untuk memperoleh keyakinan yang
memadai (reasonable assurance) bahwa pengelolaan keuangan telah
dilaksanakan dengan wajar sesuai dengan tolok ukur yang telah
ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan
pengelolaan keuangan tepat sasaran Di samping itu, sasaran audit
juga untuk mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian
intern serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abuse) atas Dana PEN
pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat.

9. Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD):

T\rjuan dari aktivitas ini adalah untuk menilai bahwa Dana BOS dan
Dana BOPD telah dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif sesuai
dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
dengan sasaran pengelolaan dana BOS dan BOPD pada sekolah yang
diselenggarakan oieh Pemerintah Daerah, masyarakat
penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam Dapodik, dan
sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah memiliki
izin operasional.

10. Monitoring dan Evaluasi Dana Desa:
Aktivitas Pemeriksaan Pengelolaan Dana Desa memiliki tujuan
untuk memperoleh informasi yang memadai atas efektivitas dan
kepatuhan pengeiolaan keuangan Dana Desa dan sasarannya yaitu:
a. untuk memastikan bahwa dana desa telah digunakan sesuai

dengan ketentuan penggunaan dana desa;
b. mengukur efektivitas pengelolaan keuangan dana desa

daerah kabupaten/ kota;
c. pengelolaan keuangan dan aset desa;
d. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa;
e. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa

dengan rencana kerja pemerintah desa;
f. kualitas belanja desa;
g. pengadaan barang dan jasa di desa;
h. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian

keluaran desa.
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11. Reviu LPPD dan LKIP:

Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas
mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi
kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan LPPD
yang berkualitas dan menilai tingkat akuntabilitas atau
pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan
anggaran dalam rangka terw,ujudnya pemerintahan yang
berorientasi kepada hasil (result oriented gouernment\.

12. Reviu DAK Fisik:
Reviu DAK fisik memiliki tujuan untuk memberikan keyakinan
terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi
penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, dimana sasarannya diarahkan
pada Laporan realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output
kegiatan DAK Fisik.

13. Reviu LKPD:

Aktivitas reviu LKPD Provinsi Jawa Barat ini memiliki tuj an
memperoleh keyakinan yang terbatas bahwa peny.usunan laporan
keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Arus Kas, Neraca, Catatan atas laporan keuangan, Laporan
Perubahan Saldo, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas
pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Barat telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah
ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan
pengelolaan keuangan tepat sasaran, disamping itu, sasaran audit
juga untuk mendeteksi adanya kelemahan sistem pengendalian
intern serta adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan (abusel.

14. Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah:

Aktivitas ini memiliki tujuan untuk memperoleh keyakinan yang
memadai bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan
secara efisien dan efektif dengan pengawasan umum dan
pengawasan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan sasarannya pada:

a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
b. pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi

capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI dan APIP:

Aktivitas ini bertujuan agar tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI
dan APIP diiaksanakan untuk memverifikasi tindak lanjut yang telah
dilakukan oleh auditi untuk memenuhi rekomendasi dari temuan
pemeriksaan dan memitigasi risiko yang telah teridentilikasi secara
efektif, efisien dan akuntabel dengan sasarannya pada seluruh
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi Jawa
Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat.



16. Rapat Koordinasi Pengawasan
(Rakorwasdanas) Pemutakhiran
Kementerian:

Daerah Tingkat
TLHP Inspektorat

Nasional
Jenderal

Aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional.

17. Studi Banding terkait kebijakan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
(TPKD):

Aktivitas ini bertujuan untuk mendapatkan benchmarking
kebijakan, peraturan, standar operasional prosedur (tata cara
penyelesaian) dari APIP entitas lain sebagai dasar menyusun
kebijakan, peraturan, dan standar operasional prosedur (tata cara
penyelesaian) TPKD.

18. Tindak lanjut hasil pemeriksaan:

Aktivitas ini bertujuan untuk Meningkatkan koordinasi tindak lanjut
hasil pemeriksaan dengan kementerian/ lembaga pemerintah pusat.

B. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan T\.rjuan Tertentu ini
sebagian besar dilaksanakan oleh Irban Investigasi. Kegiatan ini
dilaksanakan melalui 16 (enam belas) aktivitas. Uraian Aktivitas beserta
tujuan dan sasarannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perhitungan Kerugian Daerah Untuk Kasus Yang Dilimpahkan APH:

Aktivitas ini bertujuan menentukan adanya penyimpangan dan
jumlah kerugian yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut
dengan sasaran pada kasus-kasus yang dilimpahkan oleh APH.

2. Audit Investigasi yang berindikasi Penyaiahgunaan Wewenang &
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) maupun Pelanggaran Disiplin ASN:

Aktivitas ini memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi yang
memadai dalam rangka mengidentifikasi dan mengungkap Tipikor,
penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran disiplin ASN dengan
sasarannya dengan melakukan pembuktian dugaan Tipikor,
penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran disiplin ASN dengan
cafa:
a. mengumpulkan data dan informasi serta menganalisis adanya

indikasi korupsi.
b. mengembangkan hipotesis kejahatan dan merencanakan audit.

3. Penjatuhan Sanksi Administrasi Kepada Bupati/Walikota & DPRD
Oleh Inspektorat Daerah Provinsi sebagai GWPP, termasuk
Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (PAMJAB):

Aktivitas ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang memadai
atas batas tugas'dan tanggungjawab kepala daerah padl sa-at berhenti
dari jabatannya dan sasarannya yaitu mengoreksi dan atau
memperbaiki pelaksanaan kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan mengidentifikasi indikasi yang
mengarah pada praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
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4. Audit Teknologi Informasi (TI) Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE):

Audit TI-LPSE bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan yang
terjadi dalam pelaksanaan e-tender yang mungkin menjadi penyebab
masih maraknya kasus korupsi. Hal ini dilaksanakan dengan sasaran:

a. pengujian terhadap prosedur persetujuan lelang;
b. pengujian terhadap validitas time-frame penggunaan user id;
c. pengujian terhadap acces control oleh Unit Layanan Pengadaan

(ULP)/Kelompok Kerja (Pokja) ULP;
d. pengujian terhadap kemungkinan kolusi antara ULP/Pokja ULP

dengan penyedia;
e. pengujian terhadap kemungkinan kerjasama antar peserta

lelang;
f. pengujian terhadap kemungkinan pengaturan auailabilitg

aplikasi SPSE.

5. Audit Kepatuhan Perizinan:

Audit Kepatuhan Perizinan bertujuan memperoleh informasi yang
memadai bahwa proses perizinan sudah sesuai dengan
ketentuan/ peraturan yang berlaku dengan sasaran kepatuhan pada
pelayanan perizinan dan non perizinar, baik dari persyaratan, lama
proses, dan transparansi informasi (besaran retribusi dan tracking
sgstem untuk mengetahui sampai dimana proses pelayanan
perizinan).

6. Monitoring/Evaluasi Benturan Kepentingan (Col):

Aktivitas ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang memadai
bahwa tidak terjadi Benturan Kepentingan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Provinsi jawa barat dengan sasarannya pada
evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Penanganan Benturan
kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Ba-rat.

7. Probity Audit terhadap 10 Paket strategis:

Probity Audit terhadap 10 Paket strategis memiliki tujuan memperoleh
keyakinan yang memadai terkait efisiensi dan efektifitas pelaksanaan
pengadaan barang/jasa untuk mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengadaan barang/jasa dengan sasarannya yaitu
dengan melaksanakan audit pada proses PBJ yang sedang
berlangsung dan/atau segera setelah proses PBJ selesai.

8. Reviu HPS terhadap 10 paket strategis:

Aktivitas ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa
pen1rusunan HPS telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan,
standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dengan sasaran:
a. menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga

satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang
sah dalam pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
dan

b. meyakini bahwa digunakan sebagai dasar perhitungan besaran
nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran.
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9. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan 10 paket strategis:

Aktivitas ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemajuan pekerjaan,
kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana, mengidentifikasi
masalah yang timbul agar dapat langsung diatasi dengan sasaran
pada kemajuan pekerjaan, kesesuaian pekerjaan dengan rencana, dan
mengidentifikasi masalah beserta solusinya.

10.Audit Kepegawaian:

Aktivitas Audit Kepegawaian ini memiliki tujuan untuk mengetahui
ada atau tidaknya penyimpangan atas kesesuaian pelaksanaan tugas
dan fungsi kepegawaian. Sasarannya difokuskan pada kesesuaian
implementasi kebijakan peraturan perundang-undangan di bidang
kepegawaian yang dilakukan dengan cara:

a. Pengumpulan materi/informasi dan bukti yang cukup sebagai
objek pelaksanaanaudit;

b. Proses identifikasi atas materi/ informasi dan bukti yang
didapatkan;

c. Analisis rinci terhadap proses identifikasi tersebut di atas;
d. Penyusunan kesimpulan dan perencanaan tindak lanjut atas

permasalahan;
e. Pemberian rekomendasi atas hasil pelaksanaan audit.

12.Reviu BMD:

Reviu BMD bertujuan untuk memeriksa perencanaan kebutuhan dan
penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, dan pemindahtanganan BMD.

13.Reviu SSH & HSPK:

Reviu SSH & HSPK bertujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa
penJrusunan dokumen Standar Satuan Harga (SSH) dan Harga Satuan
Pokok Kegiatan (HSPK) telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang
ditentukan, memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,
keandalan, dan keabsahan data harga yang disajikan dalam dokumen
Standar Satuan Harga (SSH) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan
(HSPK) dan memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Standar
Satuan Harga (SSH) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSpK) telah
dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran/peny,usunan RKA-
SKPD dengan sasaran pada dokumen SSH dan HSpK pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat.

14. Audit Kepatuhan PBJ:

Aktivitas Audit Kepatuhan PBJ bertujuan Untuk meyakini apakah
PBJ dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing,
adil dan akuntabel, dengan sasaran pada ketidakpatuhan,
penyimpangan/ kecurangan, dan ketidakpatutan dalam kegiatan pBJ
terhadap ketentuan PBJ.

11.Reviu ASB:

Reviu ASB bertujuan memberikan keyakinan yang terbatas atas
kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk
melaksanakan suatu kegiatan dengan sasaran pada Standar Biaya di
lingkungan Pemprov Jabar.
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C. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan ini dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) aktivitas.
Uraian Aktivitas beserta tujuan dan sasarannya dapat dijelaskan sebagai
berikut:

1. Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

Aktivitas Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini
bertujuan untuk memastikan perangkat daerah dalam menerapkan
SPIP sudah sesuai aturan yang berlaku dan melakukan peningkatan
kualitas SPIP yang berkelanjutan, dengan sasaran: pengamanan aset
daerah; meningkatkan efektivitas alokasi dan ehsiensi penggunaan
sumber daya perangkat daerah untuk mencapai tujuan perangkat
daerah; meningkatkan kepatuhan kepada ketentuan undang-
undang, peraturan, dan kebijakan yang harus dipatuhi oleh
perangkat daerah; meningkatkan akuntabilitas, keandalan,
ketepatan waktu, penyusunan standar pelaporan baik secara
keuangan maupun non-keuangan.

2. Monitoring dan Evaiuasi Program Strategis Gubernur:

Monitoring dan Evaluasi Program Strategis Gubernur bertujuan
untuk mengetahui capaian dan dampak dari pelaksanaan program
strategis Gubernur oleh perangkat daerah dengan sasaran pada
Program Strategis Gubernur yang dijabarkan pada Rencana Kerja
(Renja) masing-masing Perangkat Daerah.

3. Monitoring dan Evaluasi PK APIP:

Monitoring dan Evaluasi PK APIP bertujuan untuk menilai efektivitas
APIP dalam mendorong efektivitas instansi pemerintah di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan sasarannya yaitu
pada kegiatan assessment (evaluasi) yang tercermin dari level
kapabilitasnya dengan mengacu kepada praktik tata kelola yang baik
dan berlaku secara universal di seluruh dunia melalui penilaian
elemen-elemen yang tercantum dalam IACM.

4. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (pKpT):

Aktivitas ini bertujuan untuk menyusun rencana strategis dan
rencana kegiatan audit intern tahunan dengan prioritas pada
kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan
APIP dengan sasaran pada penyusunan rencana strategis dan
rencana kegiatan audit intern tahunal dengan sesuai dengan
tahapan perencanaan pengawasan berbasis risiko.

l5.Rapat Koordinasi PKS APIP dan APH:
Aktivitas ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait tindak
lanjut atau pengaduan masyarakat yang diterima dengan sasaran
pada proses pengaduan masyarakat ditindaklanjuti Inspektorat
Daerah.

16. Pengawas an On Call:

Pengawasan On Call bertujuan melakukan pengawasan yang bersifat
insidentil/non-reguler dengan sasaran pada objek-objek pengawasan
berdasarkan permintaan pengawasan on
call/pemeriksaan investigatif.
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5. Rakorwasda:

Aktivitas ini untuk penyamaan persepsi kebijakan pengawasan
daerah dengan sasaran pada kebijakan pengawasan di lingkup
Provinsi Jabar.

6. Forum Perangkat Daerah/ Inspektorat se-Jawa Barat:
Aktivitas ini untuk penyamaan persepsi dan penguatan peran
Inspektorat se-Jawa Barat dengan sasaran Inspektorat Daerah
Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

7. Rakorwasnas PKPT:

Aktivitas Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional ini bertujuan untuk
penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional,
sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih
pelaksanaan pengawasan dengan sasaran kepada kebijakan
pengawasan nasional yang ditetapkan Kemendagri.

8. Penyrrsunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang
TPKD:

Aktivitas Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan
Daerah tentang TPKD ini ditujukan untuk untuk men5rusun Naskah
Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang TPKD yang tepat
sasaran, efisien, dan jelas sehingga penyelesaian TPKD dapat
berlangsung dengan lalcar.

9. Operasionalisasi Saber Pungli:

Aktivitas ini bertujuan untuk mendukung terlaksananya program
dan kegiatan Satgas Saber pungli dengan sasaran Saber Pungli
wilayah Jawa Barat.

10. Pendidikan Profesional Berkelanjutan:

Aktivitas ini bertujuan untuk mendukung Pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema: audit kinerja,
perencanaan pengawasan berbasis risiko, penerapan manajemen
risiko, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa, teknik reviu
dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah,
audit investigasi, pemeriksaan penerapan standar pelayanan
minimal, pemeriksaan dana alokasi khusus fisik, sertifika si certified
of gouernment chief audit executiue, dan pendidikan sertilikasi di
bidang pengawasan lainnya.

D. Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan Pendampingan dan Asistensi ini dilaksanakan melalui 9
(sembilan) aktivitas. Uraian aktivitas beserta tujuan dan sasarannya
dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (pMpRB) dan

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pelaksanaan Zona Integritas (pMpZI):

Aktivitas ini adalah bertujuan untuk melakukan penilaian serta
analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan zorla integritas,
reformasi birokrasi dan kinerja perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan sasaran pada
pencapaian pelaksanaan zona integritas dan reformasi birokrasi.
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2. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara diwajibkan kepada
seluruh ASN (selain wajib LHPKN), hal ini bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran dan integritas ASN dalam mengelola harta
dan kewajibannya, serta memberikan transparansi atas harta dan
kewajiban yang telah diperoleh ASN.

3. Asistensi RB:

Asistensi RB bertujuan untuk memberikan panduan pelaksanaan
kegiatan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan sasaran pada
pemberian konseling terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat.

4. Monitoing Center for Preuention (MCP) atau Pencegahan Korupsi
Pemerintah Daerah:

T\rjuan dari MCP ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang
sejahtera dan bebas dari korupsi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
dengan melaksanakan aktivitas MCP, Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi, dan Survei Penilaian Integritas.

5. Acara Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA):

. Aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
atas risiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi dan merayakan
peringatan HAKORDIA.

6. Pendampingan dan Reviu Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19):

Aktivitas ini bertujuan memberikan pendampingan, konsultasi, dan
reviu terkait penanggulangan COVID-l9 dan kegiatan vaksinisasi
yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta
bermanfaat dalam percepatan penanggulangan COVID-l9 terutama
mengenai vaksin.

7. Pendampingan BAP Kas dan Persediaan per 31 Desember 2021:

Aktivitas ini bertujuan memberikan pendampingan BAP kas dan
persediaan per 31 Desember 2O2l agar sistem pengendalian intem
yang andal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja
daerah; pengelolaan deposito; pengelolaan persediaan; dan
administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional
sekolah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

8. Monitoring & Evaluasi Unit Pengendalian Gratilikasi:
Aktivitas ini bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi
melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan
gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan
perundang-undangan.
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9. layanan Konsultasi:

Aktivitas ini bertujuan untuk memecahkan masalah, memberikan
panduan pelaksanaan kegiatan, menambahkan nilai tambah
aktivitas dan memberikan masukkan strategis terhadap perangkat
daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

JAWA BARAT,

RIDWAN KAMIL



LAMPIN N rePMSAN OUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR :057/&p,29fnspr/2022
: ls J5.url 2022

,EMNG : ROOUM KEruA PENOAWNN TAAWAN BEBASIS RISiKO DI
LNGrotrCAN PEMERMAH DAEMB PROVINSI JAWA BAM1 IAHW

TANGGAL

PXPT TAHUN 2022
PROGRA,}I XERJA PENGAWASAN TAIIT'ITAIT INSPEKTORAT DAERAII PROVINSI JAWA BARAT

20 85 mJuni- 15Ju[Az

20 85 26 &pl6m&r - 21 O&br &221

PemikeanXine& ftqEm& Kegbhn Datam
RPJMTRkro 2021 &d6ilo n@giGn Audil xich

Tedik

Akiivibs i.i bdojEn ftmF#h k.y.kinan y.{
meMdd bMa timry Ebs FhtsaMan @asha

&m.j. &n FngeMan r!&r &ya di @anok6r
d*Bh. Pemnlsaan ini md{*En anarisis y.nq
obbkrtr s.hiqa dmd.rn audil' d.Ft ftqunsrs,
rllormsi GEbJI unlLl mnngkasan lrG4a dar
oFcsi prqr.m, mnu,unbn 6ko. re@fisEBikai
biry, ftd6sirb6i F@dlan koulus6n oteh

Xin6F dan FBbbrnsud.rdsyadi Por.ngtal
O6.Eh

20 28 November - 23 Desember2022

kuarlas @rencan.an E&ngunen d6n EngaEga6n
5 (lim) 6huGn yang dilEryta. dalrh RPJMD dan
ReEba Perangtrl O.erah

Rp48.970.000

b$brsan anb€ dokumn RPJMD dengan
dkumen RnW. l6ebEsn anla,a dokumn
RPJMD d6ry6n dokuft n RPJMN,

RPJMDde@n DdumhRPJPO

Io.6Gbn5i Gn Keledubungan anhE Dokumn
ReBra Pe,a@kal D*6h*ngan Ooture.

85 29Maret -04Aoil 2022

3
&

1) Untuk mnFobh keyakimn yEq memdd abs
klalt6 F.€ncanaan F@ryu.a. da. a@a.an

2) Unluk mnrnj.u €bktfilas &n ensbd Ebksanaan

Erde dkksanabnnya Fmnr6u6n d6n *slEsi),
urtut reB€bhui aFkah FlabeGsn PPRG
renEpai sasaran .bu lujcn y.q dlharapkan.
uniuk rengrdenlilikasi haLher Fntin! &gi tindak
la.jul abu F@tu.@n lobiiakah di @sa yang

oulcom Pebksanasn PFRG.

1) Kosesuran nb.m.sr dalam RKPO. Renla
Perangkal Oaerah, dan RM Pe€ry[al Daerah
&n@n 

'h6@sidslsm 
RPJMO d5^ PerubEhar

1) RKPD, R6@n6 K6qa Pe.angtal oae.ah,

2)
6lOJuni2022

M6mbsrakan k€yakina. le.baEs mnoena 6Iu€6.
keandabn, dan keahha. dadinbmsi lindh lnsEns
Peftrinlah sehi@a d6Fl mngh*itkan LFD yanq
borkualibs Gn hnilai li@kal akunbbilih atau

perygMa^ ang9a6n dalam .angl.

b. lnbrmsreb diryalakan thsk d.pal
dhsukkan kE dalam 6(!m. dara dasr
capabn kinerja penyebE$Ean Fre.inbMn

i. o.la ldak mdlaki sumbr data yang daprl
dip6rb@un$ffiilan

i. D6t. t&k bMa Fda Lembsa yano
dmyabke. 66bagai su&. &yE

Lapo.an kin.@ yang berkuallas

LPPD Prcvin6i Jila &.at &n penerapan
Sislem akuMblbs krnsj, i(sbnsi pemeinbh
($KlP) obh PeMi.tah Daerah PrcvireiJawa 15 14-18 Marel A22 Rp711.415-000

Evatr.si SKIP Prrryk6l O..rah

krydeh anbrmd r.nb@ @lemnbsi *KtP.
Meniler tirykar arybm.b6i WrPi

b. M6&dk6n saran F&ikan untuk Fingkstai

kmnib liidok hnjut donM&i h.sil edlas
J. FrdBsehlumnF

(Peiaryk.lOaerah)d JaM BaEr bmikiA

pada F6rykal dae.ah dan
SBbm Akunb$lk Kireia ln6tBnsi 10 18.29Apr]|422

t5 1O-22 Aprit &22

15

15

hnibnng PryEpanAngFa.

Unluk tum@obn inbmsiyang mmd6iar6s:
a. ebk&hsFl.b.Manaq$Bnj
b. 6tubci Frygunaan an$aran: dan
c. k.oatuMn lodadap r@le8i Fbksr@n d@a6n.

b- P6.!6@llan Eobnh Oaorah
c. P.nl&EnEBi.6iBdanbkEh

Peb*s.naanAnggaran &lani6 P6BEkat
Oasah

5 15

Mffiry &n Eval6i tu@iirn P.cbbn
P6dkn, A.el T6bp, &n P.ny6ubonya

Un&l m.ihi l.MF6n Fnyajian EEi tdangen
thuEurnya unok Fnyajian Fnebn el Fda

Poryajbn H6dban, &r T€bD. dan
11 Rp148,412,@0

RUANG LINGKUP {ATEGORI PEU($M JUXUH
ilRl

srmst
AX@U{ BNA OUTPUT

&Fk €kfromis. *iensi d...bkffibs
Fl.k6a@nl@s EmerinbMn

Rps,674,830,@0

2 RwiU RPJMO & Re.sIa PD RPJMO dan Ronsta PerangkatDerah 5

5

5 1S-23 $ol6mb.m22

19-30D6s6m82022



85

I tuMibaan Batun Kaaruan (brnEuk PEN)

sesuai dengan lutkn yang

14Jur -10A9u6tu6422

Rp4r10.40.m0

12 21 Feha,i-4 Mardm22

9

10 12 1+25 wEt fr22

Rp&9.43.@0

10

kne! &M &ntua.OFa$mrsekobh (Bos)
dd Bad@n OpgcsimlP6ddlkan D*Eh

(BOPO)
10 85 20 Okbbr - 03 Nov6mB 2022 Rp1,241.015.0m

t1

t.t[ I

12

;

13

keyakinan lerbalas mngenar

10 a5

a5

24 Januen - 21 Met Sz

Rp1-99.710.0m

AXTITAS TUJUAN SAilUX RUANG IINGXUP XAIE@RI EMTAS PUX$NA Juttat
uRt

JUTUH
WA(ru PEUKSAIMI OWM

07 Fe6uad- 4Ma.d2O22

Guangan Peryadaan BaB@/Jasr
>daksaman Keqiabn, Pemanbalan H.s

l0

teca.a ekommis, e,isi6n @n ebkff s6@i @ngE
:elunluk IeknE Aantuan OF6sidd $tolah Reguler

msyaat.r FnFbrygrra peddlkan yang bt
brdala dabm Da&dik. Bsgi SBk&h yar

di$lerya.akan ol6h masya.akat l6lah h6miliki E

Monilodng dan Eval6si Oana &s

ME.Bdbn bEMs &n6 desa blEh diguna[.
r6s@id.@n kebniuan
hqukur elektvts Fngo$an keun$
dana d.s &6h kabuFbn/kob
M€Buklr etuktivitas epabh d6.. de$ yar
6udah dtealisasibn iiu memilki kemanlaabn
Mem.bu se.apan / penqgunaao dana desa

Maban, Perydudn, P.&uMan dani
,db@ounstswab. Ktua@an. hnrb.in 07- 18Nde&r 2022



H*il pemdks*n BPKf I da. APIP

tu@a.an Penyebnggaraa. U.usan
Peminbtun Dae6h

a. Peny$unan dDkumn p€rencanaan dan

Fnga@a6nd*6hi
b. P6bka.dn tumbiMan Pe@b@raan

Pemdnbbn Oa6rah:
Pohrsaoaan preram stabgE nEsionar di

8€rathimya Esa jababn kepala &e.ah untul
mngeval!66 epaian renc.h. Fd.reun.n
jaryka mne.gah daE6h: dan
Pe.gilasandahm Engb lujuan bnenu
ses@i derea. relenl@n FEluBn Frunda@-

24

a.9-30 M6etm22

Rts17.116,000

Rps.182.488.5@

15 b.10 - sJuni 2022

15 c.10-30&ob&r422

15

beiluiuan agar tdak bnjur
APK-RI da^ APIP dilrk*nalan

KabuFlen/Kota di Jawa BaGl

thdak lanj0l yare &h
rerenuhi domndrsi

15

16 RakmadaBs Pemlukhnan [aP Uen

Te6inetsinya ddbaEan Tidal lanjul hasi

@nr6.a. YEry dbbs@ka. oleh APIP dar
Kere.d4ri, lemnbiadlemqa b[nb, dan

3 Rp3a6.556.000
Hasil peredksaan lljs Kerentebn oabm
Nqeri dan Kerenle.iadLef, bS Teknis

hnchna*ng Lbi)akan.
KeUFlan, F.aluEn. dan SOP (bb car.
p6ryb5.bn) F(O yary bFl s.sEo lllas. d6n

KdIakan, peraruran. dan soP 0ara cara

Fnye&ian) TPKD di APIP yang dituju
3 45 Ry'&.010,000

3 15

3 15 b. 13 ' 15Aril 2022

3 15 c. 21 - 29 hti 2022

3 15 d.7-9Spr.&r82

10 Indat l.njll btil pere.iks.an Rp359.190.0@
funingkablan 6i@el, Fmbaha6an, Fnghinda.a.
umpary tindih tidak laniur hal poren*saan

&ng.n kerenbnedbmbga Fre.ituh pu6d

3 15

16 s- 18 '64tri12022

t9 tuhto@n XBqhn D*r.h Untur &us Yang
Dlli@ahkrn APH Kasus -ka6u6yang dllimpahbnda.iAPH tuqduan msyaEkd *lu.uh wihyah Jila

&6t

1 16

Rp239,078.000

AXTIWAS ruuAx ssam{ MTE@RI EXNTAS PEU($XA JUXUH
HARI

W(IU PUKSAXMN OUTruT

Monev TLHP BPK-RI& APIP

d 13 - 31 Desember2o22

Stodi Badiry rskl kebFkanIPKD
brru6n, dan sbndrr oFd3idal prMui (bb car

d.7-9 De6ember2022

/.ngditdolkan dan Fnyl6F^g6.l.re.bul

b. 5 - 13 seil*r 2022



20

I

lrnr, *no"*,*n,n.*"'
l6Eu m&deMkad dan

l%nrheuEan W.mMQ

ld6,P,nsN

I

Ipi*o., Poryrbhgum..
Flarygadn dbhlan ASN&ipli A$ d.Bs.6,El

a. M.@@fan &b dan inbmsiAudil InvesliFi yang beindita6i P.nyabbumEn
we*ga4 & Tipikor reuNn tolaqgaran Dbiplin

ASN
b. Mo4.mb6rykan hi@t6sis koFbl.n

mr{camkanadt.
c. Mdakamb. 6udn untuk mreurculkan

bukil yano mduruq hipol.sis

Rp187.457.000

21

le, k@oobidan aEL EmFDsiriFEkEma. I

I huEran e6E1 Enq tdsl ss@i d6man I

eusl ryatu.anrerrnoery{@@1:@n lreui.aranoae,an,pe6roraan
6astl kqd.nfi]ssr dibsiv.B mearsh ps& l@nusE, @Ftdaan Mrans

I o. Fsrb" blcr, xo,uF'dan NsFrcns {KKN). lreqe*an,eurcan*aan.ll
PenFluhan $nksi tuminblEsi keFds

Bu@&Elibt. & DPROM Insp€*bral D&.ah
tuansiSffir GWPP (Emslk PAWAB)

9
15 - 25 A96B1 2022 Rp16.620.000

22
Peryujbn brhad.p k6mrykinan korusi etr.a
ULPFokia UtP d6nga. FnFdia

Pequjian left adap pbsedu FEeujuan lehng.
Peryujian r6had6p varidiias ,he-ture

mryide.Mbt k€bmhan yang lsjdi
I 15 21 Febtuat -2Matet2022 Rpl?9.93.000

23 turizinandi DPMPTSP Prcv Jila Bar.l
mn Frtimn Mik da,imemFDbh i.brrosr yang memadai

15 1A - 21 Jil 2022

lr^r, **"." ,^*, ,", **' **,*,lr,6$ abs Ftsrsana,r *"","r"" 
""",*,.".1'Ms'bnngEvalu6s' Benru6n Keped'T.n (CoU llepdi &.luror K.p.nf@n @bm FaFbqF@nl&ntudn k.rtnO.n d tiqkuqa. PmlMlb,

lemdd.EnoebhP@rE,Fmb6r lo&Ehp@uErs*,eEt I

Aenl!6. K.Fnlin$n d' Linqkungan

86nluran x6Enriq6n di Lingkungan 15 12 .21 Ap( t 2022 Rp147.255.000

25
,udn Eda pr6es PBJ yaru

P.oily ALdil terhadap 10 Paket stabgis Penyedia &ra.g dan Jasa lahap 10 2T Rp297.819.000

26 dabm Freadaan ba64r'Fk6.,aan
bnstuBljasa binryat d.n

b. MsyahniDaMa dEmatsn 6ebgsider
Fhitu.@n &6n nilaibdnen Fhbamn

Pl@s tu.y6umn d.n PsmbFn HPSdilabaEbn *s@i ddFn teb.tu6n, 61.&r

6. Menilai kMjaEn brPFnawarandad.b!
tewaia@n haqa st@n da6aru.tuk

15 Rp150.S7-000

27 Rp127,890.@0
lr"* ***"r.
lFhis.en b968. enpn 6Gna. lBgdenuntsil@6@6. Fhlaan oeqan mem, Oanl

lro6abr 

rie 'hil e., o@r Eryens dar$' 
l@ry&itrra$ 

n]ebh hs6fr $brrya 
I

hB pdakenaan 10 pak6tsta@is T 15

28 Rp187.457,000

KesEbn impbmetusi *.bijakn

smFl *n$n pEss k .aitantuhis nnd btudap Fosrs

Porycunan r*huhn &n
0ndat bnid abs Frm$laMni

I 20 1j2$pbmk&2

l*.** **r"* ,.* .*n" *. .*"n.J
IEE hEn kdp &n Bs ysru dbuEkm unbkl

lmbbmhn@tubdabi I

k"__
lP.DdtuhtuhsiJMeEi

Sb.&r Biayr di lingku€a. Pe@,ov Jabr 20 16 Mel - N Wi b22 RD1l3.0A.@0

AKIilTAS IUJUAN SHilX RUAXG LHG{UP XAEGORI EMIAS PUXSM JUIUH
ilRt WAXru PUKSATMT E$ImSt

Ail@ilil BhYA
OUTM

Pelaksan6an *l.b@r'6-bn&r

Audi KeEruhan tuilzinan 6

,o6es pelayanan Er jinan)

8

Revu HPS tshadap l0paket6tabgis

a. Tahap P6rerca.6an.
b, Ta&pPdaksndn.
c. TaMp Pe6 Pela*sanaan



30
p.mrdhta@mn b.,ang nilk &.rah

Ednd.hl.nqaMn SMO

BP(AO 10 15 316 Ma€r2022 Rp185.985.m

31 Reru SSH a HSPK

Frencanaan pe.garygarad FnwsuMn
tuok xesiabn (HsPx)

15 &18 Februari2022 Rp166,620.@

32 Rp129.!3.@1r"", * rydaan 
'.,ary 

d.n J..a yaq d,My.

l"om 
""i+"Ji"o*".L""ns arJ"J*riJ 

ltr:Uli:"jffif"" 
ddam rqer PBJIAeBD I 13

2 15

15 12-13 Jrti202233 &

2 15

Rp228.0m.@0

35

tunga@Ean O&ll Wihyah Jila Ba.al

el€ktvilas dan €fi*nsi pe@paisn lnluk mncaFr turuan Fangk.tdae6hi

ke@@n. pe@amnan el qaE,

SPIP Fng &rkehntubn.dengan sasa€n
htutu dan mbluksn FnimkaEn

balk secad keuangan maupun non- k.@ngan.

peEaMsan &r&sa.ka.
&

23

J1 23

11 23

24

24

3-11 Me 2022

Rp906.225.000

36
Monloriigd6. Evrluasi Proqram Slia@E

Gub6mur 30 13 -17 Juni2022

37 i.6bnsi perernlah di lingNungan PeMntsh

(eham)€brunFhul
.. Fa. dan bFnan apa,al

@ila8 hlem tsEinbhl
b. @&n sunhr &ya

mnaFmn kineda,

5 20

AKTilTAS TUJUAX RUAXGLI{GXUP EMTAS PEU($XA JU'LAH
ilRt

JUMUH
WAXru PEUK$NMN

Esmst
AX@UN 8trYA

OUTroT

laMF.-bna@n y6n9 dihtukan hn&ila
keyalinan ledala mnFnai aku63i, k@ddan, da

3-12 Ubbt 2022

RaFl (ddinasi P(S APIP& APH e@hhui Bjauh m6m p@s @ngdue
na5yaBkar dinndaklanjuri insFtbat sa FnFbryga.aan Pem.inbhan d4E

/ang mere.uh sya.ar ri.dak lanjur
2

21-22 Noumbet 2022

rerenang hamb#n dalah pebyan.n rosysrak6
ndikas korlpsi. kolosi. 6n n@dhrei dad6ta
,da@aran d srplin peoawa

lll. Perumusan Kebiiakan Teknis di Bidang Pengawas.n dan Fasilitasi Pengawasan

,i.gku4an P.n96dlian, P6nil6bn Rbik(
(qblan Page&lbo, lnb.msi da

/ang dilorapkan *h Pe6nokal oae.ah

7

242e Januat 202



$ 2129 Apttl 20D

3a Pden@en PqaMen kb6b Rbiko(PKPI)

Untd mnysun renEE 6t&bdan eMna kqbbn T.6Gunny6 Eum dEbgb en €mana

PereEn*n Pe@asan &d6is

.. tunyEunantubAudiEn.
b- tonibbn Ti@kar Koreb@n mmlmt

d. tunyusunan tu66naan PeBdwas.

e. Ponvem@n lmmsik@a PimpiEn
36 1923h.mbr202

RpSs.873472

Peny.'En FEFI *eblFkn Eryawasn kah lEFkbral OaeEh Bdin6 d.n XaU&b KOORDINASI Ril31.868_000

Fdum tuarubl DmU lnEF*hl S6JM
BaBI

Penyamn FEeFi dan Equahn Fan ln6Fkb6l l.spekb,al PDvin6i Jam Baral dan EFktoat
kbuEtedkots di Jee 836l

(OORDINASI 2 150 Rp327.6m.m

3

3
Porylsun.n Naskah Ak6&dk Rarca@n

Pe.aluhn Daoran bnbry FKO

uobk renwsun Na*ah Al*dk Rarcngan
Paou6n De6h len64 TPKO y.B reFt s6saran.
.bi.., &n j€16 shi@. @yd6abn TP(D daFr
beib@suryderyn laMr

Te.susunnya Naskah Ak.demik Rancangan
Peralurar Dae6h bnbng TPKO yang bpal

Peraturdn D6.ran bnbng IPKO di [ngruEan
Porennhh DaeBh Povinsi Jawa Eabl

t&n l,ll,lll & V,
Rp85.122,000

42
tunya@h FrsFi h6nge@ kebij.kan EEawasan
r4ioEl, srrrg FnsrM$n naso.a' dz. mngurang'
tu@re tndih Fbksa@n pereawas6n

K.bhlan Ffwsa. Biocl ygm dtub*En lnsEtloGl Provi.s se-tuo.osi8
lnsFtlorat Je&ral Kemdagn 2 15 To &An.ounced(B) Rp29.7@,m0

OFrasional6as Saber Punqli
M6yakinkan p.l.yaM. pudik di ma6n@sm!
EmnMh daerah bleh bisih dan punqubn liar

S.&r Pungiwilayah Jawa Aaral
Rp3.250S0.000

""a*rrrS" a", 
^"*"*

Pelaksama. pedidilon &n
pehlihan/bimbingan bNnis

- oe@walanberbissns'lo:
' p.n.6psn ru.sFrun

o li'Il,n"*" *"n,,*"
'' bt^it revu ddumn

FEEnaan pehhngungn

I pedidikan 6edli6idi

,.

s,

i.

p.re.iksaan pe.66pan
slandar Flayanan mi.irori
p.m6riksEa. d.€ abk5s

komperen$ dan kapabililas I Ril00.0@.@

3
1-12 Nril N2

45
Untul mhtuhn ponilabh $rb analtsis yang
rerydoah ldMdap tslab.man .eloma6 tDk6d
,.n [in€rjs Po6rebr O6o6h Pd JM &6t

knguku FncaFbn pdabacan .6bms
biokrasi d.n tinsrja Po.arykal O&rah Pov Jff

17-26 06* 2022

R0245.617.@0

46 Aplibi Psunjanq Pembhaan AM hbq.ibs
UnUI mm&hbn Fmdmah bna hbErb6 dan
mrydbt.n d.dindrud bqip6afbt &ah ontuk
rerycun rcfiI FDbangum d6 inb$ila

Mdah&n pBGW p.hk*.mnFd@. oft Psmbhaan Zona ldogrb6 di lingkuEan
Peminlah Oasrah PrdinslJawa Barat

I Apd 2021'

A(WrAS TUJUAI 68il[ (ATE&RI PEUXSANA
JUHUH

PER6OilIL
w^m Puxilf,MN ESmSt

ANMRAI BqYA
OUIruT

5

2 150

3

RA(ORWASNAS P(PI

P..ddikan robsb.6r b6debnjuran

18

18

Rp60.@.m



13 a. 12-15 Agd 422

LHMSN

Untut mla*ukan penihian 6ed. vefrhsi yan!
mrydutuh l.Map tshk$msr p.h@n LHGSN
*h ASN di llngluqa. P.minEh OraEh tuin6

13 b,20-25 kirc22

Rp127.725.500

E

Monibring Cenler br Pevenlbn {Pencegahan
Korups Pdeinbh D6erah)

Rp611-372-500

RD&,86.000

Rp18S.982.000

Untuk mdoritan paduan Flaksnaan kqhbr
Febrros' Aol.sr d.Perenslar dae6r Prov'ns Jawr

6sata Verlflk.sl PencGgahan dan Pemb6

kuupsi yaq l$daFt di lingkung.h Pe@ddah D6aah

&nnoing Centil br Prevenlion Stdqi MsbE
P.rcegaMn Korupsi. da.Suryei Penihian lntqribs,

11-b Apnl202

b. 10 i3 Oktobs 2022

pe@osb. brur6i da.

Nov.mborD6s6mbil 2022

8 18

I l8

1)

10

10

ketusilan Elaksaan aksi

relaksanaan Refo.masi B okrasi

KelepalanwaktL dan keadalan laporaf atas

kdlps di Pemerintrh P@lnsi

tolaalan Fbks.@an tsbF.an

aksi P( &n Aksi Ko6u@h 6bktif

venlikai l6rhadap caFian aGi yanq

khn I ll, ila V,sebagai dasar F.baikan50 A@E Purcak HAKOROA
Untuk reninqkalkan kesa&6n rosr56ksl .las ftiko
korupsi dan pebaikaosislemanti korup6i dan mEyakan
9ei@abn Hari Anti xorupsi Suda

5 12

5 12 25-29 Apntzo?z

5 12 1!17Jufl &2

5 12 22-6 AOBt0s2O22

5r P6damdruandan ReiuPorcepabn Pemn@En
covtots

peMnggularuan covlD 19 dan kwialan vaksinGasl

covloi9 letubM nenqe.ai vaksinas

12

Pod6ryi.@ MP k6 dan P.6d&n par 31

&6emb2021

han&ldahm Eryta Eli.siEry.ran @&Fian dar
bhnii dae@h: FB&ba. d.@siloi @gdda6r
)edbn; dan dminbtsi Fn@labn 6 d

&nb.ik.. Fn&milnsn sP las dan F6&a. pal
31 O$embr202l ry6tsbm@dalian inEmra4

# Orya.bad tura@bl

53 MoMng&Eletuasi U.n P.nF@lian G.affihsi g€lirbEi, Masrb.
Psdermh6r. Koruri

Optmlb.si lusas &n tu@' u.il
n4aE dr llQk!ruen I l5 1-1O Ma.d 2022 Rp56.850.000

Affiilr s sffimt RUATG TIXGXUP XAIE@RI EffiAS PEUK$NA
JUXUfl

ilRt
JUSUH

PERSoMT
w xru PEU($xMil Esnmsl

AN&RAT BtrYA
otmrl

21 $.i 2 Joni m22

5

Rp348.202.500

1F23&Eembr202

7



t hr.il,nr.tuM. Tffi 15 *rt
R

\
(,

IO
'ELAX3M

JJIIAH
Mil

Jru
PERSOXA

r^mu muxillulr OW'IJT
^KT"NAE

TUJIAII !3RAX iU&O LTqUP XATE@O

hqu Od d UItsqil Pffi M



MATRIKS JADWAI PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2022

I,AMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : O57lKep.29-l^Eptl2o22
TANGGAL : 19 Jmusi 2022
TENTANG ; PROGRAM KER.,A PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS

RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINST JAWA BARAT TAHUN 2022

tGrja dm

rffirJNO,
OR(}NISASI

XgTERAI|GAIC

I 2 3 4

1.2

A. PEIIIRITTAB DA"IRAII PROVllfAI
JAWA BARAT

I.B 1.26 t.z7

Kode yang berada dalam Matriks Jadwal
mengacu pada Nomor Aktivitas yang
terdapat pada sheet "PKPT Keseluruhan"
Contoh 1.25 = No.25 Probity Audit
terhadap 10 Paket Strategis

I. AEXRETARIA,I DAER.^II
PROVIITBI:

t.5

I Biro PemerinEhd den Otonomi
Daerah

1,36
ml

I.$
W2

2 Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia

3 Birc Kesejahtcrun Rakyal

I,IMT

Biro Bedan Usaha Milik Daerah,

PemtDntunan

5 Biro P.rekonombn

6 Biro Peagaden BaraDg/ Jasa !.26
l.t
ru

l.l
PU

I2

7 Biro OrBanisasi

8 Birc Adhinisrasi PihpinM

9 Birc Umum

lI. BEI(RETA.RIAT DEWAII
PERWAXIIIX RAXYAT DAIR.Afl :

l0 Sekrctsiat DPRD t.2 l_5

ItI. NSPE'CTORAT DEru

L
o

Lp B t.a2 l. I? t.

F .a2 t,a1
L

tl t.12
L
33

rt6
t1 lnsp€ktorat Daerah

1.3 l.lM2 L5l

A

c

D

D

Itjen BNPB

Igen Kamentcrien
Pertad,an

ttjcn Kamentcrien Dd.m
Ncg.ri

Itjcn Kchenterieh
Parindu8trian

ItFn lcmcntcrie
Pariwisah dan Ekonomi
Krcatif

Itjcn Pcrpusaken
Nesioml Republik
lndone6ia

Itjcn Arip Nasional
Rcpublik ltrdoucsia

w. DITIAS

t2 Dies Pendidikm
I I

I.9 t.lM3

rEqELEil@@@@-EilELEil

Transmigrasi

Llr ) t.3l

t

G

B

I

1.32

I

1.9



.,ADVAI OPERASIONAI, TAHI']I 2022ilo. ORGAIIAA8I
PERAI{CKAT DAERAE JAIT FEB IIEI JI'I{I .rwr AGST 6EPT oxT l{ov DEA

XETERAIIGAI{

1 2 3 4

13 Dinas Kesehatan l.l M2 I.lo

14 Dines Bina Mdga

t5 Dinas Suhber DajE Air

l6 Dinas Perumahan de Pemukiman

l.I PU 3

17 Satue Polisi Pahong Praja

l8 Dinas Sosial t.l Pu 3

\9 Dines Pemberdayaan Perempuan
dm Perlindungan Anak dm KB

I.S t.lM2

20 Dinas LingkungaD Hidup I.lm2

21
Dinas Pcmberdayun Masytrakat
dan PemerinEhan Desa

22 Dinas Perhubungan

t.2

l.lMl

Dinas Komunikasi dan Informatika t.22
1.26

24 Dinas Kopcrasi dan U6aha Kccil

Dinas Penanaman Modal dan
PelayaDe Terpadu Satu Pintu 1,23

Dinas Pemuda daD Olahmga l.!Ml

27 Dinas PerpushkaD dan Kesipan
Daerah t.t M2

Dins KependudukM dan
Pencauh Sipil l.l Pu 2

29 Dinas Tcnage Kcrja dm
fre8higrsi l.l Ml

30
Dinas KeEhean Pangm ds
Pctemakm

3I Dinas Pariwisah dan Kebudaymn E

Dies Kelauh dm Perikaoan

Itjcn Kamenterie
Pckcrj@ uem dd
Perumahffi Rskyat

33
Dinas Tanaman Pangan dan
Holtikultura

34 Dinas Perkebune

@

t5

35 KehuEne

.9
U
lt
.9
U
il

.9
N
rI

I

rI
t.9 1.9

PU

I

L9
ru
II

.9

ln

E

1.2

25 E

26
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t{o. ORGAXIAAAI
ERAIT(}XAT DAIRAIT

XETERAITCAII

I 2 3 4

53 Kob Bsnjar I.EM2

54 Koh Bekasi

Koh Bogor I.AUI

56 Kob Cimehi

57 Kob Circbon l.tM2

58 Koh Depok

59 KoE Sukabumi t.8Ml

60 Koh Tasikmalaya l.oMr

6l Kabupaten Bandung Barat l.Eul

62 Kabupaten Bandung t.l u2

63 Kabupaten Bekasi

64 Kabupstcn Bogor t.8M2

fsbupaten Cimis l.tMl

Kabupsten Cianjur t.8ff2

67 Kabupaten Cirebon

68 Kabupaten Garut t.a Pu I

69 Kebupatcn lndrmarr t,aM2

70 Kabupaten Ksawmg

7l Kebupetcn KunirEm t.6Ml

Kabupatcn Majalcngka I.EMI

73 Kabupatcn PuBakatu

74 Kabupatcn Subm8

Kebupetcn Sukabumi r.a m2

22

JN FEB XANTT fHL f,Et JI'NI JULI AGST AEPT OKT xov

r.2 t

6S

66



PtR ,io( r Dtlalll J ID I

I

rnbuFbn Trilmliyi

r-r,uFt r P..grd. t

i6d&rr.lu oraa h!- dd
P6FE t.!-Crr.raE cd,ld

!. Sub Din.i Adnini.t rn d6

b. Sub Dirin Mo.ibina d6 E .luoi

c. P.nd.api^ao d., Rdiu
P.dFun tr6a.6 Cdil 19

lgilt o. c.w!6.rll@ .t .

oFn&nd.{r !.L.r rudl

r!.r.t bnt,|-l lhr.r.f,t!,.A
w.ii.&l d.r tldtd T

&

E.

&dr x6it4r lr.arala
I-r.rtLt(tat.L..t X.dir.!

E.lilEpLts lltr LLt !.r

Panlldle lha-lo!.I z*-

EII

ItllilTtltlllll
lEll
lEll
TIEI

illllllllltlllllllIIIlllItItEl]lllllilmrIlllIIIlllIl]ililI

llIl
IIllllllllltllil!IIIIIllllllEIrIllllllllllIIt

Itilrliltlllllt
I
I
I
T
I

EIlIillltrlil

!
T

rrll
I
III

;IilIlil
IIll

imrt
IE

llIl

tIllIl
IlTtlt

illiltillllllll

T
I
T
I
I
I

il-:,!t

illlilltmllilIilIlIillllllilI
IIITTTEII
ITTITIETI
EITIIIHI

tilillllillililllllI
!ffiIfiil
IIEITI

I
I
I
I
I

lllt
EII
TEII
TEI

IlllIlll
IIllIl

ilIil
ITTilEIrtllI!l
HIITII

lItIlt

It

IITIll

I
I
I
I
I
I

lttIilTllItllIl
IITEIlt!ItlI

ilil
rrullllillill

III

o
*

BARAT

XAMIL

tTTf

+
il

H


